SALINAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap teknis
ketentuan penulisan naskah dinas di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, perlu mengubah Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah



Mengingat
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Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 13);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 432);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1915);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah



Menetapkan
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Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
808);

7.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1788);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 5
TAHUN 2018 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI.

Pasal I
Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 539) diubah,
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.



Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

4 ttd
EKO PUTRO SANIDJOJO

Undang Mugonal

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 873
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 5
TAHUN 2018 TENTANG TATA NASKAH
DINASKEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SISTEMATIKA

PENDAHULUAN

JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS
PEMBUATAN NASKAH DINAS

PENGAMANAN NASKAH DINAS
KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

SARANA PENGURUSAN NASKAH DINAS
ORGANISASI PENGELOLAAN NASKAH DINAS
PENUTUP
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tata Naskah Dinas merupakan salah satu komponen penting dalam
ketatalaksanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi. Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
adalah administrasi umum. Ruang lingkup administrasi umum meliputi
Tata Naskah Dinas (tata persuratan, distribusi, formulir, dan media),
penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang
perkantoran. Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi
umum mencakup pengaturan tentang jenis, penyusunan, penggunaan
lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang
baik dan benar, tata persuratan, perubahan, pencabutan, pembatalan
produk hukum, dan ralat disusun berdasarkan Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah
Dinas. Kedinasan antar instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Keterpaduan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sangat diperlukan
untuk menunjang kelancaran komunikasi secara tertulis dalam
penyelenggaraan tugas umum dan pembangunan secara berdaya guna
dan berhasil guna. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5
Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu
disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan naskah dinas di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Tata Naskah Dinas ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit
organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi.



2. Tuyjuan

Tata Naskah Dinas ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran
komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam rangka

penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Asas

Penyusunan naskah dinas dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

1.

Efektif dan efisien

Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu
dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan
ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pembakuan

Pembakuan naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara
dan bentuk yang telah dibakukan.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat
dipertanggungjawabkan dari segi format, isi, prosedur, kewenangan,
keabsahan, dan kearsipan.

Keterkaitan

Keterkaitan kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait
dengan kegiatan administrasi umum.

Kecepatan dan ketepatan

Kecepatan dan ketepatan untuk mendukung kelancaran tugas dan
fungsi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi, tata naskah dinas harus dapat
diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat
dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, serta kecepatan
penyampaian dan distribusi.

Keamanan

Keamanan Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi
mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang

berhak, pemberkasan, distribusi, dan kearsipan.



Pengertian Umum

1.

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format,
penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang
digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan
dan pembangunan.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
Format adalah susunan dan bentuk naskah dinas yang
menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan
lambang Negara, logo, kop, dan cap naskah dinas.

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan
kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah
dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada
jabatannya.

Kop Amplop Naskah Dinas adalah kepala amplop naskah dinas yang
menunjukkan jabatan atau nama Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditempatkan di bagian
atas amplop naskah dinas.

Kop Naskah Dinas adalah kepala surat yang terdiri dari logo
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, nama dan alamat yang meliputi nama jalan, nomor,
kode pos, nomor telepon, faksimili, surat elektronik, dan situs web.
Kop Naskah Dinas Menteri yang selanjutnya disebut Kop Menteri
adalah bagian dari kepala naskah dinas yang memuat lambang
negara berwarna emas dan nama jabatan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diletakkan

secara simetris.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Unit Kearsipan adalah Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pembinaan
pengelolaan kearsipan secara berjenjang di Unit Kerja/Unit Pengolah.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis
operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang Kementerian.
Unit Kerja/Unit Pengolah adalah Satuan Kerja pada lingkungan
Kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah
semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dan
pengelolaan arsip aktif di lingkungan Kementerian.

Unit Tata Usaha Pengolah, yang selanjutnya disingkat UTUP adalah
unit tata usaha Eselon II dan Eselon III Pusat serta Unit Pelaksana
Teknis yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas,
khususnya dalam penyampaian, pengendalian, penyimpanan dan
pelayanan naskah dinas ke UTUP.

Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan
perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Menteri adalah  Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan
perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
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BAB II
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

Jenis naskah dinas terdiri atas dua macam, yaitu naskah dinas arahan dan
naskah dinas korespondensi. Kedua jenis naskah dinas tersebut dijelaskan
sebagai berikut:
A. Naskah Dinas Arahan
Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok
atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan
dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berupa
produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.
1. Naskah Dinas Pengaturan
Naskah dinas yang bersifat mengatur pelaksanaan seluruh kegiatan
terdiri atas Peraturan, Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk
Teknis, Instruksi, Standar Operasional Prosedur, dan Surat Edaran.
a. Peraturan
1) Pengertian
Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan mengikat secara
umum, bersifat mengatur, dan memuat kebijakan pokok.
2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani
peraturan adalah Menteri.
3) Susunan
a) Judul
(1) judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor,
tahun penetapan, dan nama peraturan.
(2) nama peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi
peraturan.
(3) judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang
diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca.
b) Pembukaan
Pembukaan peraturan terdiri atas hal-hal sebagai berikut:
(1) frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah

margin.
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(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah
margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

(3) konsiderans diawali dengan kata Menimbang.

(a) konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-
pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan
pembuatan peraturan.

(b) pokok-pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur
filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi latar
belakang pembuatannya.

(c) pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa
peraturan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang
tepat karena tidak mencerminkan latar belakang dan
alasan dibuatnya peraturan.

(d) jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran,
tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian
kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.

(e) tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan
dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata
bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

(4) dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

(a) dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan
peraturan.

(b) peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai
dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan
yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

(c) jika jumlah peraturan perundang-undangan yang
dijadikan dasar hukum lebih dari satu, wurutan
pencantuman perlu memperhatikan tata urutan
peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya
sama disusun secara kronologis berdasarkan saat
pengundangan atau penetapannya.

(d) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan
Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di

antara tanda baca kurung.
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(5) diktum terdiri dari:

(a) kata Memutuskan yang ditulis seluruhnya dengan huruf
kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah
margin.

(b) kata Menetapkan yang dicantumkan sesudah kata
Memutuskan, disejajarkan ke bawah dengan kata
Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata menetapkan
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda
baca titik dua.

c) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh peraturan terdiri dari:
(1) semua substansi peraturan perundang-undangan yang
dirumuskan dalam pasal-pasal.
(2) substansi peraturan perundang-undangan terdiri dari:

(a) ketentuan Umum;

(b) materi Pokok yang diatur;

(c) ketentuan Sanksi (jika diperlukan);

(d) ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan
(e) ketentuan Penutup.

d) Kaki

Bagian kaki peraturan ditempatkan di sebelah kanan bawah,

yang terdiri atas:

(1) tempat (nama kota sesuai dengan alamat Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) dan
tanggal penetapan peraturan;

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan yang ditulis dengan
huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma,;

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan; dan

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani peraturan yang
ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

4) Pengabsahan
a) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum
digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu peraturan
telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh
pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau

administrasi umum.
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b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan
sebelah kiri bawah yang terdiri dari kata “salinan sesuai dengan
aslinya” serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang
dan cap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi.

Pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan yang dikeluarkan

oleh Menteri harus diundangkan dengan menempatkan dalam:

a) Berita Negara Republik Indonesia (ditujukan bagi peraturan
yang menurut peraturan perundang-undangan  harus
diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia); dan

b) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Distribusi

Peraturan yang telah ditetapkan disampaikan kepada pihak yang

berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta aman.

Pendistribusian peraturan diikuti dengan tindakan pengendalian.

Hal yang perlu diperhatikan

Naskah asli dan salinan peraturan yang diparaf harus disimpan

sebagai pertinggal/arsip.
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Contoh la
Format Peraturan tanda tangan Menteri

MENTERI DESA, FEMEANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUELIK INCONESLA

FERATURAN MENTERI DESA, PEMEBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REFPUELIK INDONESIA

NOMOR.. TAHUN...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRAS]
REPUELIK INDONESIA,

Menimbang

Menginzat .
MEMUTUSKEAN

Menetapkan : FERATURAN MENTERI DESA, FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI TENTANG.........

Peraturan Menteri ini mulai berlala pada tangeal diundanglkan.

Agar zetsip orang mengetshuinys, memerintahlan perundsngsn Persturan
IMenteri ini dengan penempastannya dalam EBerita Negars Republik lmdonesia
Ditetaplan di Jakarta
pads tangzsl
MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REFUELIK INDONESIA,

Tends Tengen dan Cap Jabatsn
NAMA LENGKAF TANPA GELAR

Diundangkan di Jakarta

peda tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL

FERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUELIK INDONESIA,

NAMA LENGEAP

EERITA NEGARA REPUELIK INDONESIA TAHUN ... NOMOE ...

Lambang Negara berwarna emas dan
Nama Jabatan Pimpinan yang telah
dicetak

Penomoran yang berurutan dalam satu
tahun takwim

Judul Peraturan yang ditulis dengan
huruf kapital

Memuat alasan tentang perlu ditetapkan
peraturan

Memuat peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar ditetapkannya
peraturan

Memuat substansi tentang kebijakan yang
ditetapkan

P SR ———

Kota sesuai dengan alamat dan tanggal
penandatanganan

Nama jabatan dan nama lengkap yang
ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar

Memuat tentang pengundangan dan di

tandatangani Menteri yang
menyelenggarakan urusan bidang
hukum
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Contoh 1b

Format Lampiran Peraturan tanda tangan Menteri

[w B o T v B

. Latar Belakang

. Fusang Lmglup

. Pengertian

. dan seterusnya

. den seterusnya.

LAMPIRAN

PERATURAN MENTEFI DESA,
PEMEANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

BAB1
PENDAHULUAN

BAE II

BAB II

MENTERI DESA,

FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUEBLIK INDONESIA,

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGKAP TANFA GELAR

+

tulisan halaman awal

Memuat Judul Lampiran Peraturan

Memuat latar belakang tentang
ditetapkannya Pedoman, maksud dan tujuan,
sasaran, ruang lingkup, dan pengertian

Terdiri dari konsepsi dasar/pokok-pokok/isi
peraturan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang di
tulis dengan huruf kapital tanpa gelar
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b. Pedoman

1)

2)

3)

Pengertian

a) Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat
umum di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi yang perlu dijabarkan ke dalam
petunjuk operasional /teknis. Pemberlakuan pedoman
dituangkan dalam bentuk peraturan dan sebagai lampiran
peraturan tersebut.

b) Lampiran pedoman adalah penjelasan/uraian/keterangan lebih
rinci dari materi muatan pedoman dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang
pedoman tersebut.

Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan pengabsahannya

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Susunan

a) Kepala Pedoman
Kepala pedoman adalah judul pedoman ditulis seluruhnya
dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin, tanpa
diakhiri tanda baca.

b) Batang Tubuh Pedoman
Bagian batang tubuh pedoman terdiri atas:

(1) pendahuluan, yang berisi latar belakang/dasar pemikiran,
maksud dan tujuan, ruang lingkup dan pengertian;

(2) materi pedoman; dan

(3) penutup, yang terdiri atas hal yang harus diperhatikan
penjabaran lebih lanjut.

c) Kaki Pedoman
Bagian kaki pedoman, ditempatkan di sebelah kanan bawah
yang terdiri atas:

(1) nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca
koma;

(2) tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan

cap jabatan; dan
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(3) nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman
ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
d) Kepala Lampiran Pedoman
Kepala lampiran pedoman adalah tulisan judul pedoman yang
ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya,
rata kiri, dan tanpa diakhiri tanda baca.
e) Batang Tubuh Lampiran Pedoman
Bagian batang tubuh lampiran pedoman terdiri atas:
(1) pendahuluan yang berisi latar belakang/dasar pemikiran,
maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian,;
(2) materi lampiran pedoman; dan
(3) penutup, yang terdiri atas hal yang harus diperhatikan,
penjabaran lebih lanjut.
f) Kaki Lampiran Pedoman
Bagian kaki lampiran pedoman, ditempatkan di sebelah kanan
bawah yang terdiri atas:
(1) nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman ditulis
dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(2) tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan
cap jabatan; dan
(3) nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman
ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
4) Distribusi
Pedoman disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan
tepat waktu, lengkap, serta aman. Pendistribusian pedoman diikuti

dengan tindakan pengendalian.
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Contoh 2a

Format Pedoman tanda tangan Menteri

MENTERI DESA, FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REFUELIK IND-ONESIA

FERATURAN MENTERI
DESA, PEMEANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUELIK INDONESIA

NOMOR ..... TAHUN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI,
REFUELIK IND-ONESIA

Menimbang DA
b.
Men gingat 1.
2.
Menetapkan : FERATURAN MENTERI DESA, PEMEANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRAST TENTANG ..o
Fazal 1
Pazal 2

Peraturan Menteri ini mulsi berlalu pads tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri ini dengan penempatannys dalam Berita Negara Republik Indonezis.

Ditetapkan di Jakarta
pads tanggsl

MENTERI DESA,

FEMEANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REFUELIK [NODNESIA,

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGEAF TANPA GELAR

Diundangken di Jakarta

pada tangeal ...

DIREKTUR JENDERAL

FERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN
HUEKUM DAN HAK ASASIMANUSIA

REFUELIK INDONESLA

NAMA LENGEAF TANFA GELAR

EERITA NEGARA REPUELIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR ...

Lambang Negara berwarna emas dan Nama
Jabatan Pimpinan yang telah dicetak

Penomoran yang berurutan dalam satu
tahun

\_'_J

Judul Pedoman yang ditulis dengan huruf
kapital

Memuat alasan tentang perlu ditetapkan
peraturan

Memuat peraturan perundang-undangan yang
meniadi dasar ditetapkannva

Memuat Substansi tentang kebijakan yang
ditetapkan

Kota sesuai dengan alamat dan tanggal
penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang
ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar

Memuat tentang pengundangan dan di
tandatangani Menteri yang
menyelenggarakan urusan bidang hukum
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Contoh 2b

Format Lampiran Pedoman tanda tangan Menteri

LAMPIRAN

FERATURAN MENTEFI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

SISTEMATIKA

dan seferucnya

BABI
PENDAHULUAN

A Latar Belakang
C. Fusng Lingkup
D. Pengertian
BABII
E. dan seterusnya
BAB III

E. dan seterusny

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REFUELIK INDONEEIA,

Tands Tangan den Cap Jebatan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

L

Tulisan halaman awal

Memuat judul Lampiran Pedoman

Memuat sistematika Pedoman

Memuat tentang latar belakang, maksud
dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian

I

Terdiri dari Konsepsi Dasar/Pokok-
Pokok/Isi Pedoman

Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang di
tulis dengan huruf kapital tanpa gelar
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b. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis

1)

2)

3)

Pengertian

a) Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah naskah dinas
pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk
urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya.

b) Lampiran petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah
penjelasan/uraian/keterangan lebih rinci dari materi muatan
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tersebut.

Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani

petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah Menteri dan Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya.

Susunan

Susunan untuk petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah:

a) Kepala
Kepala petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah tulisan
judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf
kapital seluruhnya rata kiri dan tanpa diakhiri tanda baca.

b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
terdiri atas:

(1) pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan
tujuan, ruang lingkup, dan pengertian;

(2) materi petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dengan jelas
menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian,
koordinasi, pengendalian dan hal lain yang dipandang perlu
untuk dilaksanakan; dan

(3) penutup.

c) Kaki
Bagian kaki petunjuk pelaksanaan/petunjuk  teknis
ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri atas:

(1) nama jabatan pejabat yang menandatangani petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital

dan diakhiri dengan tanda baca koma;
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(2) nama lengkap pejabat yang menandatangani petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital,
dengan mencantumkan NIP dan gelar kecuali Menteri; dan

(3) tanda tangan pejabat yang menandatangani petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis disertai cap lembaga.

4) Distribusi dan Tembusan
Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis disampaikan kepada pihak
yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman.
Pendistribusian petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis diikuti

dengan tindakan pengendalian.



-22 -

Contoh 3a

Format Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis tanda tangan Menteri

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUE TEKNI3

B. dan seterusnya

NOMOR .... TAHUN ...

BAB I

PENDAHULUAN

MENTEEI DESA,

FPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

EEFUBLIK INDONESIA,

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGEAF TANFA GELAR

—

Lambang Negara berwarna emas dan
> Nama Jabatan Pimpinan yang telah
dicetak

Judul Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk
r Teknis yang ditulis dengan huruf kapital

Penomoran yang Berurutan dalam satu
tahun takwim

Memuat tentang latar belakang, maksud
dan tujuan, ruang lingkup, dan
pengertian

Pokok/Isi Pedoman

Nama jabatan dan nama lengkap yang
ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar

} Terdiri dari Konsepsi Dasar/Pokok-
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Contoh 3b
Format Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis tanda tangan
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

/-""‘"n. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGLUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI ) i .
SEKRETARIAT JENDERAL KOP Unit Kerja Eselon I yang telah dicetak

R
{‘!i; j Jalan Abdul Muis Nomar 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimili 021 - 3864507
‘\_ w Jalan TMP, kzlibata Momor 17 Jakana Selatan 12750 Telepon 021 - 758%312 - 13
wovrwi kemedasa.gouid

Judul Petunjuk Pelaksanaan/Teknis yang
di tulis dengan huruf kapital

PETUNJUK FELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS

BAE I
FENDAHULUAN

A Latar Belakang

B. Mzksud dan Tujuan

N Fumgmﬁmp Memuat tentang latar belakang, maksud

dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian
D. Pengertian

BAB II

Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis

NAMA JABATAN,

Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang di

Tenda Tengan den Cap lembaga tulis dengan huruf kapital, gelar dan NIP

NAMA LENGKAP, GELAR
NIP.

B. dan seterusnya } Terdiri dari Konsepsi Dasar/Pokok-Pokok/Isi
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c. Instruksi

1) Pengertian

Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa

petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani

instruksi adalah Menteri atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

3) Susunan

a)

b)

Kepala

Bagian kepala instruksi terdiri atas:

(1) kop instruksi yang ditandatangani Menteri atau pejabat yang
berwenang menggunakan lambang negara, disertai nama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;

(2) kop instruksi yang ditandatangani oleh pejabat selain
Menteri menggunakan logoKementerian yang disertai nama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;

(3) kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang menetapkan,
ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(4) nomor instruksi, ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

(5) kata tentang, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(6) judul instruksi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
dan

(7) nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, ditulis
dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma
secara simetris.

Konsiderans

Bagian konsiderans instruksi terdiri atas:

(1) kata Menimbang, memuat latar belakang penetapan instruksi;
dan

(2) kata Mengingat, memuat dasar hukum sebagai landasan
penetapan instruksi.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi.
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d) Kaki

Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri bawah, terdiri

atas:

(1) tempat (kota sesuai dengan alamat Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) dan
tanggal penetapan instruksi;

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan
huruf kapital diakhiri dengan tanda koma;

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi;

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani Instruksi ditulis
dengan huruf kapital, gelar dan NIP kecuali Menteri; dan

(5) tanda tangan pejabat yang menandatangani Instruksi
disertai cap lembaga.

4) Distribusi dan Tembusan
Instruksi disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan
tepat waktu, lengkap, serta aman. Pendistribusian instruksi diikuti
dengan tindakan pengendalian.
5) Hal yang perlu diperhatikan
a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga
instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-
undangan.
b) wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak

dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.
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Contoh 4a

MENTERI DESA, FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DEEA, PFEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Dalam rangka ...

Kepads

KESATU
KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

L B

REFPUELIK INDONESIA
INSTRUKSI

REPUELIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

REPUELIK INDONEEIA,

..., demgan i1 memberi mstrules

Hama/ Jshatan Pegawsal
Namsa/ Jabatan Pegawail
Namsa/ Jabatan Pegawail
Hama/ Jshatan Pegawm

Melakzanslan Instruks: i dengan tangeling jawsah.
Instruikesi il mulsd berlsln pads tanggsl dikceluavlean

Dileeliarlean di Jakarts
padatangeal ...

MENTERI DEEA,
FEMBANGUNAN DAERFAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGFASI
REFUELIK INDONESIA,

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGKAF TANFA GELAR

Lambang Negara berwarna emas dan

=— Nama Jabatan Pimpinan yang telah

dicetak

Penomoran yang Berurutan dalam satu
tahun takwim

Judul Instruksi yang ditulis dengan huruf
kapital

Memuat alasan tentang perlu ditetapkan
Instruksi

Daftar Pejabat yang menerima Instruksi

Memuat substansi tentang arahan yang di
Instruksikan

o

Kota sesuai dengan alamat dan tanggal
penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang
ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar




- 27 -

Contoh 4b

Format Instruksi tanda tangan Pejabat selain Menteri

7 -

i -

KEMENTERIAN DESA, FEMEANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRAS]
REFUELIK INDONESIA

INSTRUKSI
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMEBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRAS]
REFUELIK INDONESLA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, FEMEANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRAS]
REFUELIK INDONESIA,

Dalam ransks ... dengan ini memberi instrulesi

1. Nama/.Jabatan Pegawai
2. Nama/.Jabatan Pegawai
3. Nama/Jabatan Pegawai
4. Nama/Jabatan Pegawai

EESATU

EEDUA

KETIGA

KEEMFAT Melakzanaksn nstruksi ini dengan tansguns jawab.

Instruks ini mulai berlalu pads tanggal dikeluarkan
Dikceluarkan di Jakarta

SEKRETARIS JENDERAL

Tenda Tangen dan Cap Jabatan

NAMA LENGKAP, GELAR
KNIF.

Logo Kementerian dan Nama Jabatan
Pimpinan lembaga yang telah dicetak

Penomoran yang Berurutan dalam satu
tahun takwin

Judul Instruksi yang ditulis dengan huruf
kapital

Memuat alasan tentang perlu ditetapkan
Instruksi

Daftar Pejabat yang menerima Instruksi

Memuat substansi tentang arahan yang di
Instruksikan

-

Kota sesuai dengan alamat dan tanggal
penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang
ditulis dengan huruf kapital, gelar dan
NIP
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d. Standar Operasional Prosedur

1) Pengertian
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah naskah dinas yang
memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan
tertentu.
2) Tujuan SOP
SOP bertujuan untuk:
a) menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat
penyampaian petunjuk pelaksanaan kegiatan;
b) memudahkan pekerjaan;
¢) memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan; dan
d) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf dan unsur
pelaksana.
3) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang menetapkan dan menandatangani SOP adalah
pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
4) Susunan
a) Halaman Judul
Halaman judul merupakan halaman pertama sebagai sampul
muka sebuah SOP. Halaman judul ini berisi informasi
mengenai:
(1) judul SOP;
(2) nama unit kerja;
(3) tahun pembuatan; dan
(

4) informasi lain yang diperlukan.
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Contoh 5a
format Cover SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

2018

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19
www. kemendesa go.id

Logco Kementerian

Judul Dokumen SOP sesuai unit
kerja yang membuatnya

Tahun pembuatan SOP

Alamat Kementerian
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Keputusan Pimpinan

Karena merupakan pedoman bagi setiap pegawai, SOP harus
memiliki kekuatan hukum. Dalam halaman selanjutnya setelah
halaman judul, disajikan keputusan pimpinan tentang

penetapan SOP.

c) Daftar Isi SOP

d)

Daftar isi digunakan untuk membantu mempercepat pencarian
informasi dan menulis perubahan/revisi yang dibuat untuk
bagian tertentu dari SOP tersebut.

Penjelasan Singkat Penggunaan

Sebagai sebuah manual, SOP memuat penjelasan bagaimana

membaca dan menggunakannya. Isi dari bagian ini antara lain

mencakup:

(1) ruang lingkup menjelaskan tujuan prosedur dibuat sesuai

kebutuhan organisasi; dan

(2) ringkasan memuat ringkasan singkat mengenai prosedur

yang dibuat.

Bagian Identitas

Bagian identitas dari unsur prosedur dalam SOP dapat

dijelaskan sebagai berikut:

(1) logo Kementerian dan nomenklatur unit kerja pembuat;

(2) nomor SOP, diisi dengan nomor basah secara berurutan
dalam 1 (satu) tahun takwim;

(3) tanggal Pengesahan, diisi tanggal pengesahan SOP oleh
Pejabat yang berwenang di unit kerja;

(4) tanggal Revisi, diisi tanggal SOP direvisi atau tanggal
rencana diperiksa kembali SOP yang bersangkutan;

(5) pengesahan oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja;
Item pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda
tangan, nama pejabat yang disertai dengan NIP serta
stempel/cap instansi;

(6) judul SOP, sesuai dengan kegiatan tugas dan fungsi yang
dimiliki;

(7) dasar hukum, berupa peraturan perundang-undangan
yang mendasari prosedur yang dibuat menjadi SOP beserta

aturan pelaksanaannya;
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(8) keterkaitan, menjelaskan mengenai keterkaitan dengan
prosedur lain yang distandarkan (SOP lain yang secara
langsung terkait dalam proses pelaksanaan kegiatan dan
menjadi bagian dari kegiatan tersebut);

(9) peringatan, memberikan penjelasan mengenai

kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan
atau tidak;
Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan
yang mungkin muncul dan berada di luar kendali
pelaksana ketika prosedur dilaksanakan serta berbagai
dampak lain yang ditimbulkan. Dalam hal ini dijelaskan
pula bagaimana cara mengatasinya bila diperlukan.
Umumnya  menggunakan kata  peringatan, yaitu
jika/apabila-maka (if-then) atau batas waktu (dead-line)
kegiatan harus sudah dilaksanakan;

(10) kualifikasi pelaksana, menjelaskan mengenai kualifikasi
pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan
perannya pada prosedur yang distandarkan;

(11) peralatan dan perlengkapan, menjelaskan mengenai daftar
peralatan utama (pokok) dan perlengkapan yang
dibutuhkan terkait secara langsung dengan sop; dan

(12) pencatatan dan pendataan, memuat berbagai hal yang
perlu didata dan dicatat oleh pejabat tertentu. Dalam
kaitan ini, perlu dibuat formulir-formulir tertentu yang
akan diisi oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam proses.
Setiap pelaksana yang ikut berperan dalam proses,
diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa yang sudah
dilakukannyadan memberikan pengesahan bahwa langkah
yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada langkah
selanjutnya. Pendataan dan pencatatan akan menjadi
dokumen yang memberikan informasi penting mengenai
“apakah prosedur telah dijalankan dengan benar”.

f) Bagian Diagram Alir (Flowchart)

Bagian diagram alir (flowchart) merupakan uraian mengenai

langkah-langkah kegiatan secara berurutan dan sistematis dari

prosedur yang distandarkan, yang berisi:

(1) nomor diisi nomor urut;
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(2) tahap kegiatan diisi tahapan kegiatan yang merupakan
urutan logis suatu proses kegiatan. Biasanya menggunakan
kalimat aktif dengan awalan me-;

(3) pelaksana merupakan pelaku (aktor) kegiatan. Simbol-
simbol diagram alir sesuai dengan proses yang dilakukan.
Keterangan simbol sebagaimana ditentukan pada daftar
simbol. Pelaksana diisi dengan nama-nama jabatan (Jabatan
Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentudan
Jabatan Struktural) di Unit Kerja yang bersangkutan dalam
melakukan proses kegiatan. Urutan penulisan jabatan
dimulai dari jabatan yang terlebih dahulu melakukan tahap
kegiatan. Jika dalam SOP tersebut terkait dengan unit lain,
jabatan Unit Kerja lain diletakkan setelah kolom jabatan di
Unit Kerja yang bersangkutan; dan

(4) mutu baku berisi kelengkapan, waktu, output dan
keterangan. Agar SOP ini terkait dengan kinerja, setiap
aktivitas hendaknya mengidentifikasikan mutu baku
tertentu, seperti  waktu yang diperlukan  untuk
menyelesaikan persyaratan/kelengkapan yang diperlukan
(standar input) dan outputnya. Mutu baku ini akan menjadi
alat kendali mutu sehingga produk akhirnya (end product)
dari sebuah proses telah memenuhi kualitas yang
diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standar
pelayanan. Untuk memudahkan dalam pendokumentasian
dan implementasi, sebaiknya SOP memiliki kesamaan dalam
unsur prosedur meskipun muatan dari unsur tersebut akan
berbeda sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Norma waktu

bisa dalam hitungan menit, jam, hari.
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Contoh 5b

Bagian Identitas

MNomer SOP

Tanggal Pengesahan

#
i —
| ay G Tanggzal Revisi
3 '/i' f —= -
5, j Dizahlan cleh : Kepala Biro SDM dan Umum
. -
HEMENTERIAN DESA, FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSM IGRAST
SEERETARIAT JENDERAL
Hama SCP : |Pengusulan Pemusnahan Arsip

EIRO SUMEER DAYA MANUSIA DAN UMUM

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKEANA

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearzipan

2. Peraturan Fresiden Fepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Crganisasi Kementerian Negars;

. Peraturan Fresiden Republik Indonesis Nomor 12 Tahun 2015
tentang Hementerian Desa, Pembanguan Dasrsh Tertinggal,

]

dan Transmigrasi;

4. Permendes, PD'T, dan Transmigrasi Hamor & Tahun 2015
tentang Crganizazi dan Tata Kerja Kementerian Deza, PDT,
dan Transmigrasi;

1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang Kearsipan
2. Memiliki pengetahuan tentang regulazi kearsipan

KETERKAITAN SOP

FPERALATAN /PERLENGKAPAN

1. FRencana Kerja dan Anggaran
. Term of Refrence

Komputer /FPrinter / Scanner
Telepon

ATE

" e Lot

FERINGATAN

PENCATAAN & PENDATAAN

1. Jika prozedur tidak dilakukan maka SOF tHidak berjalan dengan baik
. Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Bire SDM dan Umum
. Berlaku sepanjang SCOF penggant belum ada

o fa

1. Dizimpan sebagai data elektronikdan manual
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Contoh 5c

b. Mendokumentaskan hasil pemantauan
dan evaluazi SOP AP

Pelaksana Mutu Baku
. Kasubag )
No Tahap Kegiatan l‘é?-tbaalag Tata ALH:Q;SE—LT Unit Kena Kelengkapan Waktu Qutput
Laksana
T WMenginstrukskan uniukmelakukan
pemantavan danevalussipelaleanaan SOP :} Agends Keda 15 menit Dizposizi
AP
2 | a. Berwordinazidenganevaluator untuk  E—
memastikan waktu pemantawan dan
evaluasi SOPAP diunit kera
b. Memerintahkan Fungsional Umum uriuk Disposii 15 menit Disposisi
menggandakan SOP AP unithena yvang
skan dipantsu dan dievaluasi
3 | a. Menggandakan SOP AP Unit Kena '_1
b. Menyerahkan SOP APunitkena yang ) . y ) SOF AP yang telah
telah digandakan I—_I Disposisi 30 menit Digandakan
4 | Berkoordinasidengan unit kena untuk -
by » Terkoordinasi
rnemastlkan_waktuc!an telj'lp_at pemantauan l:J ] 10 menit | kannya waktu dan
dan evaluazi SOPdiunitkena
tempat
5 | Memantaudan mengevaluasiimplementas
SOP unit kenja dengan wawancara langsung
a. Kabag. Ortala mengarahkan .
— Farmulir . .
b. Kasubag. Tata Laksana Farmulir hasil
mengaorganizasikan | F:I |q-:l '::I | pemantauan 90 menit | pemantauan dan
c. Analis Tata Laksana mencatat dan dagg;al'u;m. evaluasi
menyiapkan bahan :
5 a. Mencatat hazil pemantauan danevalias
diformulir pemantauan dan evaluasi
yang t=lah disiapkan . . Formulir hazil
b. Meminta pejabatunit kenauniuk Farmulir hasi 30 . pemantauan dan
menandatangani Formulir Pemartauan pemantauan ment | o yaluasiyangtelah
dan EvaluzsiImplentasi SOP AP dan evaluasi ditandatangani
zelanjutnya menysrahkan kepada
KazubagTatalalzans
T Memenntahkan Analiz Tata Laksana untuk Formulir hasil
menggandakan formulir hasil pemantauan A pemantauan
dan evaluasi S0P AP dan membuat konssp E dan evaluasi 10 menit Dieposigi
nota dinas penyampaian formulir yang telah
ditandatangani
2 | a. Menggandakan formulirpemanisuan Formulir haszil
danevaluasi SOP AP L pemantauan dan
b. Menyerahkankonzepnota dinas l_:| Dizposim 15 menit | evaluasiyanatelah
penyampaian formulie |_L ditandatangani,
Konszp Nots Dinasz
g | Memerksa konzep nota dinas.
Jika g=tuju menyampaikan kepada Kabag
Ortala. A Konzzp Nota 10 menit Konsep Nots Dinas
Jika tidak 2etuju menyerahkan kepada Anake Dinas yang telah dipariksa
Tata Laksana untuk diperbaiki 4
10 | Memenriksa konsep nota dinas.
Jika s=tuju, menandatanganidan .
[r:gr:r::.}'nkan kepada Kasubag Tata Kansep Nata 10 menit Nata Dinas,
Jika tdak gstuju menyerahkan kepada Dinas Disposisi
Kazubag Tatalakeanauniuk diperbaik
11 | Menyerahkannotadinas kepadafungzional
umum untuk dizerahkan kepada unit kena [ Mota Dinas, 10 moni Mota Dinas,
. Dizposiai Dizposizi
12 | a. Menyampaikan notadinas sera formulic Formulir hasil
hazilpemantauandanevaluasi kepads pemantauan dan
unit kera ) ) - evaluasi
Hota Dinas 15 menit !

Dokumentasi hasil
pemantauan dan
evaluasi

Maorma Waktu: 260 menit
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g) Bagian Pendukung

Bagian Pendukung berisi uraian, keterangan, atau contoh-
contoh formulir yang dapat mendukung penjelasan prosedur

kegiatan atau menjadi syarat kelengkapan suatu kegiatan.

Surat Edaran

1) Pengertian

2)

3)

Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan
tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat
edaran adalah Menteri, dapat dilimpahkan kepada Sekretaris
Jenderal atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi
surat edaran.

Susunan

a) Kepala

Bagian kepala surat edaran terdiri dari:

(1) kop surat edaran yang  ditandatangani Menteri
menggunakan lambang negara berwarna emas yang
ditandatangani pejabat atas nama Menteri menggunakan
lambang negara berwarna hitam, yang disertai nama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;

(2) kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain
Menteri menggunakan logo, yang disertai nama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;

(3) singkatan Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi
surat edaran;

(4) tulisan surat edaran yang dicantumkan di bawah lambang
negara atau logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi, ditulis dengan huruf kapital
serta nomor surat edaran di bawahnya secara simetris;

(5) kata tentang yang dicantumkan di bawah kata nomor surat
dan tahun surat edaran ditulis dengan huruf kapital secara

simetris; dan
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(6) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf
kapital secara simetris di bawah kata tentang.
b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat edaran terdiri atas:
(1) latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran;
(2) maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran;
(3) ruang lingkup diberlakukannya surat edaran;
(4) peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain
yang menjadi dasar pembuatan surat edaran;
(5) isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak;
dan
(6) penutup.
c) Kaki
Bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan yang
terdiri atas:
(1) tempat dan tanggal penetapan;
(2) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat edaran
ditulis dengan huruf kapital, gelar dan NIP kecuali Menteri;
(3) tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat Edaran
serta cap lembaga; dan
(4) format tembusan ditulis rata kiri.
4) Distribusi
Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat
dan tepat waktu, lengkap, serta aman. Pendistribusian surat

edaran diikuti dengan tindakan pengendalian.
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Contoh 6a

Format Surat Edaran tanda tangan Menteri

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

F. Penutup

REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR ..... TAHUN _______.

TENTANG

Ditetaplan di ...
pada tanggal ...................

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

EEPUBLIK INDONESIA,

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGKAP TANFA GELAR

Lambang negara berwarna emas
dan Nama Jabatan Pimpinan
yang telah dicetak

Daftar Pejabat yang menerima
surat edaran

Penomoran yang beruntun dalam
satu tahun takwim

Judul Surat Edaran yang ditulis
dengan huruf kapital

Memuat isi Edaran mengenai hal
tertentu yang dianggap mendesak

Kota sesuai dengan alamat dan
tanggal penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap
vang ditulis dengan huruf kapital

Daftar Pejabat yang menerima
Tembusan Surat Edaran
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Contoh 6b

Format Surat Edaran tanda tangan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimili 021 - 3864507
wrvrvi kemedesa, gouid

KOP Unit Kerja Eselon I cetak
warna

SUFAT EDARAN
NOMOR....TAHUN....

TENTANG

- LATARE BELAKANG

. FENUTUP

Ditetaplkan di ..
pada tanggal ...

MAMA JABATAN PENANDATANGAN

Tands Tangan dan Cap Lembaga

NAMA LENGEAF, GELAR
NIP.

Daftar Pejabat yang menerima
surat edaran

Penomoran yang beruntun dalam
satu tahun takwim

Judul Surat Edaran yang ditulis
dengan huruf kapital

Memuat isi Edaran mengenai hal
tertentu yang dianggap mendesak

Kota sesuai dengan alamat lembaga
dan tanggal penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap
yang ditulis dengan huruf kapital,
gelar dan NIP
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2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

Naskah dinas penetapan dituangkan dalam bentuk keputusan.

a. Pengertian
Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang
bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan
pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk:
1) menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/keanggotaan/

peristiwa;

2) menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; atau
3) menetapkan pelimpahan wewenang.

b. Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan
adalah Menteri atau pejabat lain yang menerima pendelegasian
wewenang.

c. Susunan
1) Kepala

Bagian kepala keputusan terdiri atas:

(a) kop surat dinas yang ditandatangani Menteri menggunakan
lambang negara berwarna emas yang ditandatangani pejabat
atas nama Menteri menggunakan lambang negara berwarna
hitam, yang disertai nama Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital
secara simetris;

(b) kop keputusan yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri
menggunakan logo yang disertai nama Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan
huruf kapital secara simetris;

(c) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan,
ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(d) nomor keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(e) kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

(f) judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

(g) nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, ditulis
dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda

baca koma.
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Konsiderans

Bagian konsiderans keputusan terdiri atas:

(@) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/
tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya
keputusan; dan

(b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan
perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan.

Diktum

Bagian diktum keputusan terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

(a) diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis dengan
huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi kiri dengan
huruf awal kapital,;

(b) isi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata
menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan

(c) untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan
salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Batang Tubuh

Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan

sama dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi isi

keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali
dengan bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga dan
seterusnya.

Kaki

Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang

terdiri atas:

(a) tempat dan tanggal penetapan keputusan;

(b) nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang
ditulis dengan huruf kapital, dan mencantumkan gelar;

(c) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat keputusan
ditulis dengan huruf kapital, gelar dan NIP kecuali Menteri; dan

(d) tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat Keputusan

serta cap lembaga.
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d. Pengabsahan

1) Pengabsahan merupakan pernyataan pengesahan bahwa suatu
keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan
dan didistribusikan oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum
atau administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai
dengan isi keputusan.

2) Pengabsahan dicantumkan di sebelah kiri bawah yang terdiri atas kata
salinan sesuai dengan aslinya, diikuti dengan nama lembaga, nama
jabatan, ruang tanda tangan, dan nama pejabat penanda tangan.

3) Pengabsahan dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dan
cap dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi.

e. Distribusi
Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang
berkepentingan dan diikuti dengan tindakan pengendalian.

f. Hal yang Perlu Diperhatikan
Naskah asli dan salinan keputusan yang telah disahkan disimpan

sebagai arsip.
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Contoh 7a
Format Keputusan tanda tangan Menteri

%

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REFUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REFUBLIK INDONESIA
NOMOR ..... TAHUN ........
TENTANG

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a bahwa...........
b bahwa............
Mengingat S
B e e
MEMUTUSKAN
Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG ...
KESATU mengangkat..._..............
KEDUA menugaskan ...
L
Ditetaplkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL,

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Lambang Negara berwarna
emas dan Nama Jabatan
Pimpinan yang telah dicetak

Penomoran yang berurutan
dalam satu tahun takwim

Judul Keputusan yang ditulis
dengan huruf kapital

Memuat alasan tentang perlu
ditetapkan Keputusan

T R

Memuat peraturan
menjadi dasar
Keputusan

yang
ditetapkannya

Memuat substansi tentang
kebijakan yang ditetapkan

o —

Kota sesuai dengan alamat dan
tanggal penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama
Lengkap yang ditulis dengan
huruf kapital tanpa gelar
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Contoh 7b
Format Lampiran Keputusan tanda tangan Menteri

}‘ Tulisan halaman awal

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI \.| Judul Lampiran Keputusan
NOMOR .... TAHUN ...
TENTANG

Substansi pendukung tentang
ditetapkannya Keputusan

Y

MENTERI DESA,
FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA, Nama Jabatan dan Nama

Lengkap yang di tulis dengan

Tands Tangan dan Cap Jahatan huruf kapital tanpa gelar

NAMA LENGKAF TANFPA GELAR




44 -

Contoh 7c

Format Keputusan tanda tangan atas nama Menteri

N
PR

KEMENTERIAN DESA, FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REFPUELIK INDONESIA

MENTERI DESA,

Merimbang

Mengmeat

Menetaplkan

KESATU
KEDUA
KETIGA

KEPUTUSAN MENTERI
DE&A, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUELIK INDONEEIA

NOMOR ... TAHUN .

TENTANG

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUELIK INDONESIA,

op

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TPA\IS\I[GF_AS[ TENTANG .

: menganglat ..
: mernugaskan .

Ditetaplan di Jaksrts
pada tanggsl .

an MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAEFAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUELIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL,

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGKAF DAN GELAR
NIP.

Lambang Negara hitam putih
dan Nama Jabatan Pimpinan
yang telah dicetak

Penomoran yang berurutan
dalam satu tahun takwim

—— = 7 =

Judul Keputusan yang ditulis
dengan huruf kapital

Memuat alasan tentang perlu
ditetapkan Keputusan

Memuat peraturan yang
menjadi dasar ditetapkannya
Keputusan

Memuat substansi tentang
kebijakan yang ditetapkan

) L

Kota sesuai dengan alamat dan
tanggal penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama
Lengkap yang ditulis dengan
huruf Kapital, gelar dan NIP
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Contoh 7d

Format Lampiran Keputusan atas nama Menteri

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI DESA,
FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

NOMORE ... TAHUN ...

TENTANG

an MENTERI DESA,

FEMEANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REFUELIK INDONESIA

SEKRETAFIS JENDERAL,

Tanda Tangsn dan Cap Jabatan

NAMA LENGEAF DAN GELAR
NIF.

}

Tulisan halaman awal

Judul Lampiran Keputusan yang di
tulis dengan huruf kapital

Memuat substansi  pendukung
tentang kebijakan yang ditetapkan
dalam Keputusan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap
yang ditulis dengan huruf Kapital,
gelar dan NIP
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Contoh 7e

Format Keputusan tanda tangan Selain Menteri

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REFUEBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIE JENDERAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

Menimbang

Mengmmgat

Menetaplkan

KESATU
KEDUA
KETIGA

SEKFETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUELIK INDONESIA,

menugaskan

Ditetaplean di Jalcarta
pads tanggal ...

FEJABAT PENANDATANGAN,

Tands Tengan dan Csp lembags

NAMA LENGKAF DAN GELAR
NIP.

Lambang Negara berwarna hitam
putih dan Nama Jabatan Pimpinan
yang telah dicetak

Penomoran yang Berurutan dalam
satu tahun takwim

Judul Keputusan yang ditulis dengan
huruf kapital

Memuat Alasan tentang  perlu
ditetapkan Keputusan

=

Memuat peraturan yang menjadi
dasar ditetapkannya Keputusan

Memuat Substansi tentang kebijakan
yvang ditetapkan

ll_'_il

Kota sesuai dengan alamat dan
tanggal penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap
yang ditulis dengan huruf kapital,
NIP dan gelar
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Contoh 7f

Format Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal

LAMFIF AN
KEFUTUSAN ESEEFETAFRIZ JENDEFAL
KEMENTERIAN LE2A, FEMBANCGUNAN

DAEFAH TERETINGGAL, DAN TRANEMIGRAST
HOMCE ... TAHUN ...

DPETABAT PENANDATANGAN,

Tends Tenaen dan Sop lomhags

NAMA LEMCGEAF DAN CGELAR
NIF.

Tulisan halaman awal

Judul Lampiran Keputusan
yang di tulis dengan huruf
kapital

Memuat substansi pendukung
tentang kebijakan yang
ditetapkan dalam Keputusan

Nama Jabatan dan Nama
Lengkap yang ditulis dengan
huruf capital, gelar dan NIP
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3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah dan Surat Tugas)

a. Pengertian

1)

2)

Surat Perintah adalah naskah dinas yang diterbitkan dan
ditandatangani oleh Menteri/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada seseorang
dan/atau beberapa orang pejabat/pegawai yang berisi perintah
diluar tugas dan fungsi pejabat diatas untuk melaksanakan
pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan bersifat
mendesak di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Surat Tugas adalah naskah dinas yang diterbitkan dan
ditandatangani oleh Menteri/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada seseorang
dan/atau beberapa orang pejabat/pegawai yang berisi penugasan
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan
fungsinya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi.

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Surat perintah/surat tugas dibuat dan ditandatangani oleh atasan

atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang,

dan tanggung jawabnya.

Cc. Susunan

1)

2)

Kepala

Bagian kepala surat perintah/surat tugas terdiri atas:

a)

b)

)

kop surat perintah/surat tugas berupa lambang negara berwarna
emas yang ditandatangani oleh Menteri, berwarna hitam putih
ditandatangani oleh atas nama Menteri, dan menggunakan logo
lembaga yang ditandangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

kata surat perintah/surat tugas, ditulis dengan huruf kapital
secara simetris; dan

nomor, berada di bawah tulisan surat perintah/surat tugas.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat perintah/surat tugas terdiri atas hal-

hal sebagai berikut:
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a) konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar
pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah/
surat tugas;

b) dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan
ditetapkannya surat perintah/surat tugas tersebut;

c) diktum dimulai dengan kata memerintahkan/menugaskan,
secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama
dan jabatan pegawai yang mendapat perintah/tugas; dan

d) di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi tentang
perintah/tugas yang harus dilaksanakan.

3) Kaki
Bagian kaki surat perintah/surat tugas ditempatkan di sebelah
kanan bawah yang terdiri atas:

a) tempat dan tanggal surat perintah/surat tugas;

b) nama lengkap pejabat yang menandatangani  Surat
Perintah/Surat Tugas selain Menteri ditulis dengan huruf awal
kapital dengan mencantumkan NIP dan gelar dan diakhiri
dengan tanda baca koma; dan

c) tanda tangan pejabat yang menandatangani  surat
perintah /surat tugas serta cap lembaga.

d. Distribusi dan Tembusan

1) Surat perintah/surat tugas disampaikan kepada yang mendapat
perintah /tugas.

2) Tembusan surat perintah/surat tugas disampaikan kepada unit
kerja yang terkait.

e. Hal yang Perlu Diperhatikan

1) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar;

2) Jika perintah/tugas merupakan perintah/tugas kolektif, daftar
pegawai yang diperintah/ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran
yang terdiri atas kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan
dan keterangan,;

3) Jika Surat Perintah/Surat Tugas disertai lampiran, pada kolom
Lampiran dicantumkan nomor surat, tanggal surat dan tanda
tangan sesuai kewenangan penandatanganan;

4) Apabila Surat Perintah/Surat Tugas terdiri dari beberapa lembar,

kop surat hanya digunakan pada lembar pertama; dan
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5) Penomoran Surat Perintah/Surat Tugas dilakukan dengan
mencantumkan nomor Surat Perintah/Surat Tugas, kode

klasifikasi arsip, dan tahun.

Format surat perintah/surat tugas dapat dilihat pada contoh di

bawah ini.
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Contoh 8a
Surat Perintah tanda tangan Menteri

Lambang Negara berwarna emas dan
> Nama Jabatan Pimpinan yang telah
dicetak

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONE SIA J

Penomoran yang berurutan dalam satu
tahun takwim

Menimban T .
simbang Memuat Alasan tentang perlu ditetapkan
[l Surat Perintah
Ciazer J
|| Memuat Peraturan/dasar ditetapkannya
Surat Perintah
Kepads 7
|l Daftar Pejabat yang menerima Perintah
Untuk -
Memuat substansi arahan yang
M diperintahkan
Dﬂﬂjwm di Jekarta 7| Kota sesuai dengan alamat dan tanggal
pada tanggal...ooom penandatanganan

Menteri Desa, -
Pembansgunan Dasrah Tertinggsl, dan
Transmizrasi

Republil lhdonesia,
Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang
| ditulis dengan huruf awal kapital tanpa

Tanda Tangan dan Cap Lembs,
an ‘an gan p Lembaga gelar

Nama Lengkap Tanpa Gelar
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Contoh 8b

Surat Perintah tanda tangan atas nama Menteri

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUEBLIK INDONESIA

Menimbang

Dasar

Kepada

Untuk

bahwa ..
bahwa __.

SURAT PERINTAH
Nomor : ...[... ...

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal ...

a.n. Menter: Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Republik Indonesia,

Sekretans Jenderal,

Tanda Tangan dan Cap Lembaga

Nama Lengkap, gelar
NIP.

Lambang Negara dicetak hitam putih
dan Nama Jabatan Pimpinan yang
telah dicetak

Penomoran Surat Perintah berurutan
selama satau tahun takwim

Memuat alasan tentang perlu
ditetapkannya Surat Perintah

Memuat Peraturan atau Dasar
ditetapkannya Surat Perintah

Daftar Pejabat yang menerima
perintah

Memuat substansi arahan yang
diperintahkan

Kota sesuai dengan alamat dan
tanggal penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap
ditulis dengan huruf awal capital
beserta, gelar dan NIP.
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Contoh 8c
Surat Perintah Tanda Tangan Selain Menteri

/= KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRAN SMIGRASI RI KOP Unit Kerja Eselon I

r@j DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal ...
WNama Jabatan,

Kota sesuai dengan alamat dan
tanggal penandatanganan

Tanda Tangan dan Cap Lembaga

Nama Jabatan dan Nama
Lengkap yang ditulis dengan
huruf awal kapital, gelar dan NIP

Nama Lenglkap, gelar
NIP

i\ Jalan Abdul Muis Noemor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 - 3500334, Faksimili (21 — 3864607 %
www kemendesa.go.id
SURAT PERINTAH Penomoran yang berurutan
Nomor :.../...[... dalam satu tahun takwim
Menimbang Memuat alasan tentang perlu
ditetapkan Surat Perintah
Dasar
3 Memuat Peraturan/dasar
ditetapkannya Surat Perintah
Memerintahkan
Kepada oL
2. .
3.
4. dan seterusnya. Daftar Pejabat yang menerima
Perintah
Untuls Ha
Memuat substansi arahan yang
diperintahkan
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Contoh 9a

Format Surat Tugas tanda tangan Menteri

Menimbang

Dasar

Hepada

Untulk

3.

4. dan zeteru=nys

F'bargurar Caersh Tertinggsl,

Tranzmigrasi,
Tanda Tangan dan Cap Lembaga

INema Lengkap Tanpa Gelar

Lambang garuda berwarna emas

Penomoran yang berurutan dalam
satu tahun takwim

Memuat alasan tentang perlu
ditetapkan Surat Tugas

Memuat Peraturan/dasar
ditetapkannya Surat Tugas

Daftar Pejabat yang menerima Tugas

Memuat Substansi arahan yang
ditugaskan

Kota sesuai dengan alamat dan
tanggal penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap
yang ditulis dengan huruf kapital
tanpa gelar




- 55 -

Contoh 9b

Surat Tugas tanda tangan atas nama Menteri

KEMENTERIAN DESA, PEMEANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Menimbang

Dasar

Kepada

Untuk

REPUBLIK INDONESIA

SURAT TUGAS
Nomor : ...[...J ...

Menugaskan

G
4. dan ssterusnya

Dikeluarkan di Jakarta

Pada Tanggal..........

a.n. Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi,

Sekretariz Jenderal

Tanda Tangan dan Cap Lembaga

Nama Lengkap, Gelar
NIP.

Lambang  Negara  berwarna
hitam putih dan Nama Jabatan
Pimpinan yang telah dicetak

Penomoran yang berurutan
dalam satu tahun takwim

Memuat Alasan tentang perlu
ditetapkan Surat Tugas

Memuat Peraturan/dasar
ditetapkannya Surat Tugas

Daftar Pejabat yang menerima
tugas

Memuat substansi arahan yang
ditugaskan

l_'_l

Kota sesuai dengan alamat dan
tanggal penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap
yang ditulis dengan huruf awal
capital, gelar dan NIP.
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Contoh 9c

Format Surat Tugas Tanda Tangan selain Menteri

# 7= KEMENTERIAN DES5A, FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Ri
-@jﬁ DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Jalan TMWP. Kaliogia Nomear 17 Jakaria Saiatan 12750 Tekapon 021 - 7389912 - 19
www kamandacagold

KOP Unit Kerja Eselon I

SURAT TUGAS
Momaor @ . J..
Menimbang oa.bahwa
b. bahwa
DCiszar . O
2.
3.
Menugaskan
Kepads 1. ..
2. .
4. dan seterusnya.
Untuk O

Dikeluarkan diJakarts

Pada Tanggal..........

Direktur Jendersl

Pembangunan Kawssan Perdesaan,

Tanda Tangan dan Cap Lembags

Marmsa Lengkap, Gelar
MIP

Penomoran yang  berurutan
dalam satu tahun takwim

Memuat alasan tentang perlu
ditetapkan Surat Tugas

Memuat Peraturan/dasar
ditetapkannya Surat Tugas

Daftar Pejabat yang menerima
Tugas

Memuat substansi arahan yang
ditugaskan

Kota sesuai dengan alamat dan
tanggal penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap
yang ditulis dengan huruf awal
kapital, gelar NIP
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B. Naskah Dinas Korespondensi

1. Naskah Dinas Korespondensi Intern

a. Nota Dinas

1)

2)

3)

4)

Pengertian

Nota dinas adalah naskah dinas internal yang berlaku di
lingkungan Unit Kerja Eselon I dan dibuat oleh pejabat untuk
dilaporkan kepada pejabat yang lebih tinggi dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Nota dinas dibuat oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang,
dan tanggung jawabnya.

Susunan

a) Kepala

Bagian kepala nota dinas terdiri atas:

(1) pada kop nota dinas menggunakan logo hitam putih terdiri
atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dan Unit Kerja yang ditulis
secara simetris di tengah atas;

(2) kata nota dinas ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(3) kata nomor ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(4) singkatan Yth. ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti
dengan tanda baca titik;

(5) kata dari ditulis dengan huruf awal kapital,

(6) kata hal ditulis dengan huruf awal kapital,

(7) kata tanggal ditulis dengan huruf awal kapital; dan

(8) terdapat garis horizontal tipis rata kanan kiri naskah.

b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh nota dinas terdiri atas alinea pembuka, isi
dan penutup secara singkat, padat, dan jelas.

c) Kaki

(1) Bagian kaki nota dinas terdiri atas nama jabatan,tanda
tangan, nama pejabat, gelar, NIP; dan

(2) Kata tembusan ditulis dengan huruf awal kapital jika
diperlukan;

Hal yang Perlu Diperhatikan
a) Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas;



- 58 -

b) Tembusan nota dinas berlaku di lingkungan internal Unit Kerja

Eselon I di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi;

Jika nota dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran
dicantumkan nomor nota dinas, tanggal dan tanda tangan
sesuai kewenangan penandatanganan;

Apabila nota dinas terdiri dari beberapa lembar, kop surat
hanya digunakan pada lembar pertama; dan

Penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan
nomor nota dinas, kode klasifikasi arsip, bulan dengan angka

romawi, dan tahun.
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Contoh 10
Format Nota Dinas

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASIRI

KOP Unit Kerja Eselon I dicetak hitam
putih

(&) SEKRETARIAT JENDERAL
\~\ _/} Jalan Abdul Muis Nomaor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimili 021 - 3364607
Jalan TMP. Kalibata Nomaor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 -7989912 — 19
www.kemendesa.go.id
NOTA DINAS
Nomor 2 ...

Yth. D

Dari

Hal

Tanggal D

Nama Jabatan Penandatangan

MNama lengkap dan gelar
NIP

Tembusan:

Penomoran yang berurutan dalam satu
tahun takwim

Memuat Laporan, Pemberitahuan,
Arahan, Peringatan, Saran,
Pernyataan atau Permintaan berupa
catatan ringkas terhadap satu
masalah

Memuat nama jabatan, nama
lengkap yang ditulis huruf awal
kapital dengan gelar dan NIP, tidak
dibubuhi cap dinas
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b. Disposisi
Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindaklanjut/tanggapan
terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi,
tidak pada suratnya. Ketika didisposisikan, lembar disposisi
merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan surat

masuk.
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Contoh 11a
Format Disposisi Menteri

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA
lalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 - 3500334, Faksimili 021 - 3864607

lalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19, PO BOX 70 IKS PM/ KBY
www kemendes.go.id

LEMBAR DISPOSISI
Surat Dari : Diterima tanggal
Nomor Surat - - Nomor Agenda
Tgl Surat
Sifat : [ Sangat Segera

[]  Segera

(]  Rahasia
Perihal
KEPADA YTH. DISPOSISI:

Sekretaris Jenderal I:’ Siapkan Bahan

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Mewakili MenteriTidak Hadir

Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Mendam pingi Menteri/Hadir

Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Tangani/Proses Lebih Lanjut
Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Bahas dengan saya

Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Dipelajari/Dicermati
Transmigrasi.

Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dipedomani

Inspektur Jenderal Tanggapan dan Saran

Ka. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Koordinasikan dan Konfirmasikan

Pelatihan, dan Informasi.

Sahli Pembangunan & Kemasyarakatan Agendakan/Acarakan

Sahli Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk diketahui/dipergunakan seperlunya

Sahli Pengembangan Wilayah Agar dimonitor/Untuk Mohon Perhatian

Sahli Hubungan Antar Lembaga Segera buat laporan
Sahli Hukum Siapkan Jawaban

Staf Khusus Menteri File/Simpan/Arsip

Hnn RN
oot Uu ooy

MENTERI

%]
B
B
3

NAMA LENGKAP TANPA GELAR
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Contoh 11b
Format Disposisi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
SEKRETARIS JENDERAL

Jalan Abdul Muis Homor7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 — 35003 34, Faksimili 021 - 3364607
Jalan TMP. Kalibata Homor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19, PO BOX 70 JKS PMKBY

www. kemendssa.go.id

LEMBAR DISPOSISI
Surat Dari Diterima Tagl
Nomor Agenda
Nomor Surat Sifat :
Tal. Surat D Sangat Segera
Lampiran D Segera
D Rahasia
Perihal
Diteru skan Kepada Sdr: Mengharapkan :

Buat Tanggapan dan Saran

Tangani/Proses lebih lanjut

LaporMenghadap

Acc/Laksanakan

Koordinasikan dan Konfirmasikan

Koreksi/Sempurnakan

Monitor'Can Masukan

Untuk Mohon Perhatian

Mewakili

Siapkan Bahan

N

| ENREEE RN

Catatan :

Nama Jabatan Eselon |

HAMA LENGKAP
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Contoh 11c
Format Disposisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

)
‘\;?/ UNIT KERJA ESELON Il
~ “ Jalan TMP. Kalibata No.17 Jakarta Selatan 12740 Tlp. 7989912-7989919, Faks. 7981693

Jalan TMP.Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 -7989912 — 19, PO BOX 70 JKS PM/KBY

www . kemendesa.go.id
LEMBAR DISPOSISI
Sekretaris/Inspektur/Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat/Kepala Balai
Surat dari : Terima Tql
Nomor Agenda

Momor Surat Sifat . I:ISangat segera
Tanggal Surat - I:ISegera
Lampiran N ‘:\Rahaswa
Perihal
Diteruskan kepada Sdr. . Mengharapkan :

[ ] Kabag/Kasubdit/Kabid
[ ] Kabag/Kasubdit/Kabid... .............
|| Kabag/Kasubdit/Kabid... ...
[ ] Kabag/Kasubdit/Kabid..................
[ ] Kabag/Kasubdit/Kabid.........

C]..

Buat tanggapan dan saran
Tangani/proses lebih lanjut
Lapor/menghadap
Acc/laksanakan
Koordinasi / konfirmasi
Koreksi / sempurnakan
Monitor / can masukan
Untuk mohon perhatian

File / simpan

I O

Catatan :
Sekretaris/Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro/Kepala Balai

Mama lengkap tanpa gelar
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Contoh 12
Format Kartu Undangan

NAMA JABATAN

mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapal /Ibu/Saudara

pada acara
hari ........... / [tanggal) ........., pulktul ..o, WIE
bertempat di ..ovvviiiiiiiiiiiia
* Harap hadir 30 menit Paltaian @ .....coeenee.
sebelum acara dimulai Laki-laki @ ..ocoeviiinnnns
dan undangan dibawa Perempuan: .........ocee..

* Konfirmasi: TNI/Polri
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C. Memorandum

1)

2)

3)

Pengertian

Memorandum adalah naskah dinas intern yang bersifat
mengingatkan suatu masalah serta menyampaikan arahan,
peringatan, saran dan pendapat kedinasan.

Kewenangan

Memorandum ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas,
fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Susunan

a. Kepala

Bagian kepala memorandum terdiri dari:

(1) kop memorandum yang ditandatangani Menteri
menggunakan lambang negara berwarna emas yang
ditandatangani pejabat atas nama Menteri menggunakan
lambang negara berwarna hitam, yang disertai nama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;

(2) kop memorandum yang ditandatangani oleh pejabat selain
Menteri menggunakan logo berwarna yang disertai nama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;

(3) tulisan memorandum ditulis dengan huruf kapital,

(4) tulisan nomor ditulis dengan huruf kapital dan ditulis
dibawah tulisan memorandum;

(5) singkatan Yth., dari, hal dan tanggal diketik di sebelah kiri di
bawah kop memorandum; dan

(6) terdapat garis horizontal tipis rata kanan kiri untuk

memorandum yang ditandatangani oleh selain Menteri.

b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh memorandum terdiri atas:

(1) alinea pembuka;

(2) isi memorandum meliputi hari, tanggal, waktu dan acara;
dan

(3) alinea penutup.
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c. Kaki
Bagian kaki memorandum terdiri atas nama jabatan ditulis
dengan huruf awal kapital, tanda tangan, nama pejabat disertai

gelar dan Nomor Induk Pegawai (NIP).
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Contoh 13a
Format Memorandum tanda tangan Menteri

Lambang Negara berwarna emas dan
Nama Jabatan yang telah di cetak

MENTEFRI DESA, PEMBANGUNAN DAEFAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUELIEK INDONESIA
MEMORANDUM } Penomoran yang berurutan dalam satu
Momor: tahun takwin

th.
Dari
Hal
Tanggal

Memuat materi yang bersifat mengingatkan
L | suatu masalah atau menyampaikan
saran/pendapat kedinasan
Menteri Desa, —_
Fembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi N Jabat d N Lengk:
Republik Indonesia, gmg abatan dan Nama ng. ap yang
L ditulis dengan huruf awal kapital tanpa
Tanda Tangan gelar, tidak dibubuhi cap dinas
Mama Lengkap

Tembusan:
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Contoh 13b

Format Memorandum yang ditandatangani oleh selain Menteri

.. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
A SEKRETARIS JENDERAL

i — R}
\‘:E' / Jalan Abdul Muis Nomoar 7 Jakartz Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimili 021 - 3564507
Jalan TMP. Kalibats Nomer 17 Jakarts Selstan 12750 Telepon 021 - 7985912 - 19
www. kemendesa.go.id

KOP Unit Kerja Eselon I

MEMORANDUM

Momar: /. /. /..
Yth.
Dari
Hal
Tanggal L ereremmmee e

Jabatan Penandatangan,

Tanda Tangan

Nama Lenagkap, Gelar
NIP.

Penomoran yang  berurutan
dalam satu tahun takwim

Memuat materi yang bersifat
mengingatkan suatu masalah
atau menyampaikan
saran/pendapat kedinasan

Nama Jabatan dan Nama
Lengkap ditulis dengan huruf
awal kapital, gelar dan NIP,
tidak dibubuhi cap dinas
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2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern

a.

Surat Dinas

Jenis naskah dinas korespondensi eksternal ada dua macam, yaitu

surat dinas dan undangan eksternal. Bentuk surat dinas adalah

semi block style atau bentuk setengah lurus.

1) Pengertian

Naskah Dinas Korespondensi Ekstern yang selanjutnya disebut

surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas seorang

pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan antara lintas

Unit Kerja Eselon I dan kepada pihak lain di luar Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2) Wewenang Penandatanganan

3)

Surat dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas,

fungsi,

wewenang dan tanggung jawabnya.

Susunan

a) Kepala

Bagian kepala surat dinas terdiri atas:

(1)

(2)

(6)

kop surat dinas yang ditandatangani Menteri
menggunakan lambang negara berwarna emas, yang
ditandatangani pejabat atas nama Menteri menggunakan
lambang negara berwarna hitam putih disertai dengan
nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital
secara simetris;

kop surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain
Menteri menggunakan logo yang disertai nama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;
nomor, lampiran dan hal, diketik dengan huruf awal
kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas;

tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas
sejajar/sebaris dengan nomor;

singkatan Yth. ditulis di bawah hal, diikuti dengan nama
jabatan yang dikirimi surat; dan

alamat surat yang ditulis di bawah Yth.



b)
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Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri atas alinea

pembuka, isi dan penutup.

Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan

bawah, yang terdiri atas:

(1) nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital,
diakhiri tanda baca koma disertai, NIP dan gelar;

(2) tanda tangan pejabat;

(3) nama lengkap pejabat/penanda tangan yang ditulis
dengan huruf awal kapital,

(4) stempel/cap dinas yang digunakan sesuai dengan
ketentuan; dan

(5) tembusan yang memuat nama jabatan pejabat penerima

(jika ada).

4) Distribusi

Surat dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara

cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian

surat dinas diikuti dengan tindakan pengendalian.

5) Hal yang Perlu Diperhatikan

a)

b)

Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama
surat dinas;

Jika surat dinas disertai lampiran, pada lembar Lampiran
dicantumkan nomor surat, tanggal dan tanda tangan sesuai
kewenangan penandatanganan; dan

Hal berisi pokok surat dinas sesingkat mungkin yang ditulis
dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa

diakhiri tanda baca.
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Contoh 14a
Format Surat Dinas Menteri
Lambang Negara berwarna emas dan
~ nama jabatan yang telah di cetak
MENTERI DESA, PEMBEANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI -
REPUELIK INDONESIA
Tgl, Bln, Thn :H tanggal pembuatan surat
Nomeor
Sifat
Lampiran
Hal :Undangan ...
} Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri
..................... (AlimezPembuka) -
[ e
"‘ Memuat isi surat
..................... (AlimezPenutip)
Mienteri Desz,
Pembangumzn Daerzh Tertinggal, dan ~
Transmigrasi
Feepublik Indonesia,
Tanda Tangan dan Cap Jabaten Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang
Ul ditulis dengan huruf awal kapital,
Nzma Lengkap dibubuhi cap dinas
Tembusan:
1.
pA =
3.
4
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Contoh 14b

Format Surat Dinas untuk selain Menteri

/—”:‘\‘ KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRAST RI
i "'.'E'- 1 UNIT KERJA ESELON I
N7

Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimili 021 - 3864607
veven kamedesz.go.id

KOP Unit
berwarna

Kerja Eselon I dicetak

Nomaor
Sifat
Lampiran
Hal

Tal, Bln, Thn

Yth. ....

di ...

(Alinea  Isi)

(alinea Penutup)

Pejabat Penandatangan,

Tanda Tangan dan Cap Lembaga

Nama Lengkap dan Gelar
NIP

Tembusan :

Iy

tanggal, bulan, tahun pembuatan surat

Alamat tujuan yang ditulis di bagian
kiri

Memuat isi surat

Nama jabatan, nama lengkap yang
ditulis huruf awal kapital, gelar, NIP,
dan dibubuhi cap lembaga
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b. Surat Undangan

1) Pengertian

2)

3)

Surat undangan adalah surat dinas yang memuat undangan

pihak luar untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu,

seperti rapat, upacara dan pertemuan lain.

Kewenangan

Surat undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan

tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.

Susunan

a) Kepala

Bagian kepala surat undangan terdiri atas:

(1).

(2).

(3).

kop surat undangan yang ditandatangani Menteri
menggunakan lambang negara berwarna emas yang
ditandatangani pejabat atas nama Menteri
menggunakan lambang negara berwarna hitam yang
disertai nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital
secara simetris;

kop surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat
selain Menteri menggunakan logo yang disertai nama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;

nomor, lampiran dan hal yang diketik di sebelah kiri di

bawah kop surat undangan intern;

. tanggal pembuatan surat yang diketik di sebelah kanan

atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan
singkatan Yth. Ditulis di bawah hal, diikuti dengan
nama jabatandan alamat yang dikirimi surat undangan

intern (jika diperlukan).

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan intern terdiri atas:

(1) alinea pembuka;

(2) isi surat undangan intern, meliputi hari, tanggal, waktu,

tempat dan acara; dan

(3) alinea penutup.



4)

)
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Kaki
Bagian kaki surat undangan intern terdiri atas nama jabatan
ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, nama pejabat

disertai gelar dan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Hal yang Perlu Diperhatikan

a)

b)

d)

Format surat undangan sama dengan format surat dinas,
bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat
undangan dapat ditulis pada lampiran;

Surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk
kartu;

Jika surat undangan disertai lampiran, pada halaman
Lampiran dicantumkan nomor surat, tanggal dan tanda tangan
sesuai kewenangan penandatanganan; dan

Apabila surat undangan terdiri dari beberapa lembar, kop surat

hanya digunakan pada lembar pertama.
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Contoh 15a

Format Surat Undangan tanda tangan Menteri

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL. DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA
Nomor o Tgl, Eln, Thn
Lampiran :
Hal :Undangan ...
Yth.
..................... {Almez Pembulkz)

hari'tanggal

waktu

tempat

acara

..................... (Alnea Pemutup)
Menteri Desa,
Pembangunan Daersh Tertinggal, dan
Transmigrasi
Fepublik Indonesia,
Tanda Tangan dan Cap Jzbatan
Namz Lengkap

Tembusan:

g b

b

Lambang Negara berwarna emas dan
nama jabatan yang telah dicetak

tanggal pembuatan surat

Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri

Memuat isi surat

Nama Jabatan dan Nama Lengkap
ditulis dengan huruf awal kapital
dibubuhi cap jabatan

\—Y—)\—L—'\_Y_} LY"‘
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Contoh 15b

Format Surat Undangan tanda tangan selain Menteri

—-\\ KEMENTERIAM DESA, PEMBANGLIMAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

—
(o _ UNIT KERJA ESELON I o KOP Unit Kerja Eselon I
\ /"‘/ Jalan Abdul Muis Nomer 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimili 021 - 3854507
W woenwe kemedesa.go.id

Naomaor Y Y I Tal, Bln, Thn
Lampiran

Hal : Undangan

Yth. ......

(alinea Pembuka)

hari/tangagal
waktu
tempat
acara

(Alinea Penutup).

Nama Jabatan,

Tanda Tangandan Cap Lembaga

Nama Lengkap dan Gelar
NIP

Tanggal Pembuatan surat

Nama dan Alamat tujuan yang
dapat ditulis di bagian kiri dan
jumlahnya cukup banyak,
dapat dibuat pada daftar
lampiran

Memua isi Surat

Nama Jabatan dan nama
lengkap ditulis dengan huruf
awal kapital, gelar, NIP, dan
dibubuhi cap lembaga
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C. Naskah Dinas Khusus

Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama

tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih

untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah

disepakati bersama. Jenis perjanjian terdiri atas perjanjian dalam negeri

dan luar negeri.

1.

Perjanjian Dalam Negeri

Kerja sama antar lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat

maupun daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau

perjanjian kerja sama.

a)

b)

Wewenang dan penandatanganan

Perjanjian yang dilakukan antar lembaga di dalam negeri, dibuat

dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang,

dan tanggung jawabnya.

Susunan

(1)

Kepala

Bagian kepala terdiri atas:

(a) lambang negara (untuk Menteri) diletakkan secara
simetris, atau logo (untuk non Menteri) yang diletakkan di
sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan
penyebutan nama lembaga;

(b) tulisan tentang ditulis dengan huruf kapital;

(c) judul perjanjian; dan

(d) nomor.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh perjanjian kerja sama memuat materi

perjanjian, antara lain tujuan kerja sama, ruang lingkup kerja

sama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, penyelesaian
perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang menjadi
kesepakatan para pihak.

Kaki

Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri atas nama penanda

tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para

saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi meterai sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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Contoh 16a

Format Perjanjian Dalam Negeri yang menggunakan Lambang Negara

5

KESEFAHAMAN BERSAMA
ANTARA

KEMENTERIAN DESA, FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REFUELIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN . .tuiuinmums s san s s sassass s s e s s s a0 s a0 s a0 s a0 s a0 nasasnsenesnassnas
TENTANG
HOMOR: e vvevreves s s s s s
HOMOR: . ccvaie s sar s e
Pada hariind, .. tanggal..aa. ,bertempat divveiesn .

kami vang bertanda tangan dibawah ini:

L. eeeea! Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasidalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigraszi, berkedudukan di
Jalan TMFP Kalibata nmor 17 Jakarta Selatan ,
selanjutnya disebut FIHAK KESATU.

1 PPN 1 [~ o | £~ ¢ ST , dalam hal ini bertindak
Utk daf AtAS vvece i enanan , berkedudukan
s - SR , selanjutnya dizebut FIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

a. FIHAK KESATU adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Trasnmigrasi Republik Indonesia adalah Kementerian dalam Pemeritah Indonesia
vang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan,
pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan
transmigrasi vang berkedudukan di ibukota negara Indonesia.

b. FIHAK EEDUA adalabl .« s s s s s vas s ssanaasssnansassansasas
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Contoh 16b

Format Perjanjian Kerja Sama menggunakan logo lembaga

e
i@/} LEI;I::B(:IHOGA
PERJANJIAN KERJA 3AMA
ANTARA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN L.t st a et i e s e e e s e e sa e aam s s aaaam eamenanas
TENTANG
NOMOR. e
NOMOR. e
Pada hariini, .............. tanggal. ..o ecee s cbhertempat di. ... .
kami yang bertanda tangan dibawah ini:
L e eeneeeeaanaaeaaenneenl Delretariz Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal ini
bertindak untuk dan ataz nama Kementerian Desa,
Pembangunan Daesrah Tertingpal, dan Transmigrasi,
berkedudukan di Jalan TMP Kalibata nmor 17 Jakarta
Selatan , selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2 e Belretanis Jenderal (o, dalam hal ini bertindak untulk
dan atas ......o.eeeeeeiieieeenns . berkedudukan di ... .
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

a. PIHAK KESATU adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Trasnmiprasi Republik Indonesia adalah Kementerian dalam Pemeritah Indonesia yang
membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan
masyarakat desa, percepatan pembanpunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang
berkedudukan di ibukota negara Indonesia.

b, PIHAK KEDUA adalah oot e e eeennee

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja
Sama dalam penyelenggaraan ... sebagaimana diatur dalam pasal-pasal
berikut ini:
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Contoh 16c¢
Format Perjanjian Kerja Sama menggunakan logo lembaga

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang linglkup Kerja Sama meliputi:

PASAL 8
FPENUTUFP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua] asli masing-masing
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan
FARA FIHAEK.

FIHAK KEDUA FIHAK KESATU
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Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan
nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang
dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di
bidang hukum publik. Perjanjian internasional dapat dilakukan
dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau
subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan
para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian
tersebut dengan itikad baik. Perjanjian internasional dilakukan
sebagai upaya untuk mengembangkan hubungan dan kerja
sama antar negara. Hubungan dan kerja sama luar negeri dapat
dilakukan atas prakarsa dari lembaga pemerintah, baik pusat
maupun daerah, serta Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri.

a) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

(1) pembuatan perjanjian internasional dibuat melalui
tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah,
penerimaan naskah dan penandatanganan;

(2) perjanjian internasional dibuat dan ditandatangani oleh
pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung
jawabnya; dan

(3) lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik tingkat
pusat maupun daerah, yang mempunyai rencana untuk
membuat perjanjian internasional terlebih dahulu
melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana
tersebut dengan Menteri Luar Negeri.

b) Susunan

(1) kepala
Bagian kepala terdiri atas:

(a) lambang negara tiap-tiap pihak yang diletakkan di
tengah atas;

(b) nama pihak yang mengadakan perjanjian
internasional/ memorandum of understanding (mou);
dan

(c) judul perjanjian internasional.
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(2) batang Tubuh

Bagian batang tubuh terdiri atas:

(a) penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat
oleh perjanjian internasional/MoU;

(b) keinginan para pihak;

(c) pengakuan para pihak terhadap perjanjian
internasional tersebut;

(d) rujukan terhadap Surat Minat/Surat Kehendak;

(e) acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan

(f) kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan
yang tertuang dalam pasal-pasal.

(3) kaki

Bagian kaki terdiri atas:

(a) nama jabatan pejabat penanda tangan selaku wakil
pemerintah masing-masing, tanda tangandan nama
pejabat penanda tangan, yang letaknya disesuaikan
dengan penyebutan dalam judul perjanjian internasional;

(b) tempat dan tanggal penandatangan perjanjian
internasional; dan

(c) penjelasan teks bahasa yang digunakan dalam perjanjian

internasional dan segel asli.
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Contoh 17a
Format Memorandum Of Understanding

MEMOFANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
MINISTRY OF VILLAGE, DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED REGIONS AND TRANSMIGRATION
REPUELIC OF INDONESIA
CONCERNING

Ministry of Village, Development of Disadvantaged Fegions, and Transmigration Fepublic of
Indonesia (here i after referred to as “KDFDTT"| And ........... (here in after referred to as
Y e 7), here in after veferred to as “The Parties™;

Conasidering that ...is which is legally establisedin ........., whose aim iz o ...occcooeen.

Deairing 0. covveeeee e eeeveevne, 021 thie basis of mutusl respect and mutal benefit;

Persuant to the prevailing laws and repulations, politics and procedures of the goverment of the
republic of ndonesia concerning mternational technical cooperation:

Hawve reached the understanding as follows:
ARTICLE 1
OBJECTIVE

The Objective Of The Memorandum Of Understandimg (Mol is

ARTICLE 2
AREAS OF COOFERATION

The parties shall cocperate in the areas of ............. Through the following sctivities:

=
ARTICLE 3
ARTICLE 4

ARTICLE S5

ARTICLE 6




- 84 -

Contoh 17b

Format Memorandum Of Understanding

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9 AMENDMENT
This Mou be received or amanded at anything by mutual consent bythe parties. Such revision or
amandments shall enter into force on such date as determined by the parties and shall form an integral
part of this Mou.

ARTICLE 10
COMMENCEMENT AND DURATION

{1}  This Moushallcommence on the date ofits signing and shall remain in force period of 3 (three)
years

{2)  this mou may be terminated by either Party by giving notice to the other Party & (six) months prior
its termination.

{3)  thetermination of this Mollshall not affect the validity and duration of any activities or project
ubder this Mol Until the completion of such activities or projects, unless the Parties decide
otherwise

IN WITNESS WHERE OF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.

DOME Iduplicateat............... this...... dayof ... and at The Haguethis.......... dayof ... inthe
year two thousand and fourteen in Indonesian dand English languageboth texts being equally authentic. In
case of any divergence of interpretation language shall prevail.

For Ministry of Village, 2117 R
Development of Disadvantaged Regions,

Regions and Transmigration

Republic of Indonesia




- 85 -

3. Surat Kuasa

Surat kuasa terdiri dari dua jenis, yaitu surat kuasa biasa dan surat

kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (full powers).

a. Pengertian

1)

2)

Surat kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang
kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak
lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan
tertentu dalam rangka kedinasan; dan

Surat kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (full

powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh presiden atau menteri

yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa.

b. Susunan

1)

2)

3)

Kepala

Bagian kepala surat kuasa terdiri atas:

a) Kop surat kuasa terdiri dari logo dan nama lembaga, yang
diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital,;

b) Judul surat kuasa; dan

c) Nomor surat kuasa.

Batang tubuh

Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang

dikuasakan.

Kaki

Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat, tanggal,

bulandan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan para

pihak yang berkepentingandan dibubuhi meterai sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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Contoh 18
Format Surat Kuasa

/,-—-\ KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
P UNIT KERJA ESELON I

1 y/ Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarts Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimili 021 - 3864607
‘W wowrwi kamadasa.go.id

KOP Unit Kerja Eselon I

SURAT KUASA
NOMOR: .....[ ... .o e

Yang bertandatangan di bawahini,
nama
jabatan

member kuasa kepada
nama e
jabatan e

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,
Tanda Tangan Materai dan Tanda Tangan
Mama Lengkap Nama Lengkap
NIP. NIP.

Penomoran yang berurutan dalam
satu tahun takwim

Memuat identitas yang
memberikan kuasa dan yang
diberikan kuasa

Memuat pernyataan tentang
pemberian wewenang kepada
pihak lain untuk melakuan suatu
tindakan tertentu

memuat keterangan tempat,
tanggal, bulan dan tahun
pembuatan serta nama lengkap,
gelar dan NIP dan tanda tangan
para pihak yang
berkepentingandan dibubuhi
meterai sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
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Contoh 19
Format Surat Kuasa (Full Powers) Untuk Penandatanganan MoU

%
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REFUELIK INDONESIA

SURAT KUASA
NOMOR .../ ../ ../ ...

Yang bertanda tangan dibawah ini, ... [nama pejabat) .............. Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tran=smigrasi Republik Indonesia, memberi kuasa penuh
kepada

Nama Pejabat
Jabatan | Menteri/Gubernur/ Walikota/dsh.)

untuk menandatangani atas nama pemerintah Republik Indonesia, Nota Kesepahaman antara
Pemerintah (provinsi/kota/dsb.) ... Republik Indonesia dan Pemerintah ..........
asing/negara sahabat ........... mengenal kerja sama ..............

sebagai bukti, surat kuasa saya tandatangani dan bubuhi materai di Jakarta pada .....
bulan....... tahun dua ribu ...

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR
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Contoh 20

Format Surat Kuasa Untuk Penandatanganan MoU (Dalam Bahasa Inggris)

MINISTER FOE FOREIGN AFFAIRS
EEPUELIC OF INDONESIA

FULL POWERS

The undersigned, ... nama pejabat)....., Minister for Foreign
Affairs of the Republic of Indonesia, fully authorizes

Name of Official
Jabatan (Mimister / Governor / Mayor|

to sign on behalf of the Government of the Republic of Indonesia,
the Memorandum of Understanding between the Government
o' SR REepublic of Indonesia and the Government
...... asmg/ Negara sahabat........ concerning .........[bidang)
cooperaticn.

IN WITNESS WHEREQF, 1 have signed and sealed this Full Powers
in Jakarta on this...... day of...... in the year two thousand...........

Signature
(Tanpa Cap)

Name of

the Minister for Foreign
Affairs of the Republic of
Indonesia
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4. Berita Acara

a. Pengertian

Berita acara adalah naskah dinas yang berisi tentang pernyataan

bahwa memang telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada

waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para

saksi. Berita acara dapat disertai lampiran.

b. Susunan

1)

2)

3)

Kepala

Bagian kepala berita acara terdiri atas:

a) kop berita acara, terdiri atas lambang negara/logo dan nama
Kementerian diletakkan secara simetris dan ditulis dengan
huruf kapital,

b) judul berita acara; dan

c) nomor berita acara.

Batang tubuh

Bagian batang tubuh berita acara terdiri atas:

a) tulisan hari, tanggal dan tahun, serta nama dan jabatan para
pihak yang membuat berita acara;

b) substansi berita acara;

c) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan

d) penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat
dengan sebenar-benarnya.

Kaki

Bagian kaki Dberita acara memuat tempat pelaksanaan

penandatanganan nama jabatan/pejabat, gelar dan NIP dan tanda

tangan para pihak dan para saksi serta dibubuhi materai sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku.



- 90 -

Contoh 21
Format Berita Acara

=, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNA
i UN

]

@/

ITKERJAESELON |

Jalan Abdul Muis Momor 7 Jakarts Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimili 021 - 3864607

N DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

Jalan TMP. Kalibats Momor 17 Jakars Selatan 12750 Telepon 021 - 7383812 - 18

www. kemendesa.go.id

BERITA ACARA

Pada hariini, ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..,

kami masing-masing:

1. _..[(nama pejabat), ... (NIP dan jabatan), selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

dan
2. _..[(pihaklain) ....., selanjutnya disebut Pihak Kedua,
telah melaksanakan
L e
e
3. dan seterusnya.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan ...

Pihak Kedua,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Mengetahui/Mengesahkan
MNama Jabatan,

Tanda Tangan

Nama Lenagkap

dibuatdi ...

Pihak Kesatu,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

KOP Unit Kerja Eselon I

Penomoran yang berurutan dalam satu tahun
takwim

Memuat identitas pihak

melaksanakan kegiatan

para yang

Memuat kegiatan yang dilaksanakan

" —

Kota sesuai dengan alamat dan tanggal
penandatanganan

Memuat tempat pelaksanaan
penandatanganan nama jabatan/pejabat,
gelar dan NIP dan tanda tangan para pihak
dan para saksi serta dibubuhi materai sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku
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c. Lampiran Berita Acara
Lampiran berita acara adalah dokumen tambahan yang berisi antara
lain laporan, notulensi, memori daftar seperti daftar aset/arsip yang
terkait dengan materi muatan suatu berita acara.
5. Surat Keterangan
a. Pengertian
Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi
mengenai hal, peristiwa atau tentang seseorang untuk kepentingan
kedinasan.
b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Surat keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang sesuai
dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
c. Susunan
1) Kepala
Bagian kepala surat keterangan terdiri atas:
a) Kop surat keterangan, terdiri atas logo dan nama Kementerian
diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital,;
b) Judul surat keterangan; dan
c) Nomor surat keterangan.
2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang
menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau tentang
seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan diterbitkannya
surat keterangan.
3) Kaki
Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat, tanggal,
bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan dan nama pejabat yang
membuat surat keterangan tersebut. Posisi bagian kaki terletak

pada bagian kanan bawah.
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Contoh 22a
Format Surat Keterangan tentang Seseorang

{ SEKRETARIAT JENDERAL

www kemendess.go.id

,/'-"--. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

\5
‘@} Jalzn Abdul Muis Namor 7 Jakarts Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimili 021 - 3864607
Jalan TMP. Kalibatz Nomar 17 Jakarts Selstan 12750 Telepon 021 - 7989912 — 19

KOP Unit Kerja Eselon I

SURAT KETERANGAN
NOMOR ...[...[...

Yang bertanda tangan dibawah ini,
nama :

nip

jabatan

Dengan ini menerangkan bahwa
nama :

nip

pangkat/golongan
jabatan :

dan seterusnya

Jakarta, .o s
Pejabat Pembuat Keterangan,

Tanda Tangan & Cap Lembaga

Nama Lengkap dan Gelar
NIP

Penomoran yang berurutan dalam satu tahun
takwim

Memuat identitas yang memberikan
keterangan

Memuat identitas yang memberikan
keterangan

Memuat informasi mengenai suatu hal atau
seseorang untuk kepentingan kedinasan

Kota sesuai dengan alamat dan tanggal
penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang
ditulis dengan huruf awal kapital, gelar dan
NIP dibubuhi cap lembaga
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Contoh 22b

Format Surat Keterangan tentang peristiwa

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRAST RI

I/,;i'-\. SEKRETARIAT JENDERAL
\\ /f Jalan Abdul Muis Momer 7 Jzkarta Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimili 021 - 3854607
Jalan TMP. Kalibatz Nomor 17 Jzkarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7389912 — 19

. kemendess. oo.id

KOP Unit Kerja Eselon I

SURAT KETERANGAN
NOMOR ...J...[...]...

Yang bertanda tangan dibawah ini,
nama :
nip
jabatan

dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini

....... tanggal .....tahun .....jam ...... telah terjadi hal/peristiwa :

Jakarta,
Pejabat Pembuat Keterangan,

Tanda Tangan & Cap Lembaga

Nama Lengkap dan Gelar
P

Penomoran yang berurutan dalam satu tahun
takwin

Memuat identitas yang memberikan
keteranoan

J
'

Memuat informasi mengenai suatu hal atau
seseorang untuk kepentingan kedinasan

Kota sesuai dengan alamat dan tanggal
penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang ditulis
dengan huruf awal kapital gelar, NIP dibubuhi
cap dinas
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6. Surat Pengantar
a. Pengertian

Surat pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk
mengantar/menyampaikan barang atau naskah.
b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baik yang
mengirim dan menerima sesuai dengan tugas, wewenang dan
tanggung jawabnya.
c. Susunan
1) Kepala
Bagian kepala surat pengantar terdiri atas:
a) kop surat pengantar;
b) nomor;
c) tanggal;
d) nama jabatan/alamat yang dituju; dan
e) tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simetris.
2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri
atas:
a) nomor urut;
b) jenis yang dikirim;
c) banyaknya naskah/barang; dan
d) keterangan.
3) Kaki
Bagian kaki surat pengantar terdiri atas:
a) pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi:
(1) nama jabatan pembuat pengantar;
(2) tanda tangan;
(3) Nama dan NIP; dan
(4) stempel jabatan/lembaga.
b) penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi:
(1) nama jabatan penerima,;
(2) tanda tangan;
(3) nama dan NIP;
(4) cap lembaga;
(5) nomor telepon/faksimile; dan

(6) tanggal penerimaan.
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d. Hal yang Perlu Diperhatikan
Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap, yaitu lembar pertama

untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim.
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Contoh 23
Format Surat Pengantar

SEKRETARIAT JENDERAL

wwrw kemendesa.go.id

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 - 3500334, Faksimili 021 - 3864507
Jzlan TMP, Kzlibzta Nomar 17 Jzkana Selatan 12750 Telepon 021 - 7383312 - 19

KOP Unit Kerja Eselon I

Jakarta, (Tgl-Bln-Thn)

SURAT PENGANTAR
NOMOR: ...[..f...[...

Tempat dan tanggal pembuatan surat

Mo. Maskah Dinas yang Banyaknya Keterangan
dikirimkan
Diterima tangagal ................
Penerima Penerima

MNama Jabatan,

Tanda tangan

Nama Lengkap
NIP, ..

Mo. Telepon ...

MNama Jabatan,

Tanda tangan dan Cap Jabatan

Mama Lengkap
NIP, ..

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis
dengan huruf awal kapital
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7. Pengumuman

a. Pengertian
Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan
tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua pejabat/
pegawai/perseorangan/lembaga, baik di dalam maupun di luar
Kementerian.

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

c. Susunan
1) Kepala

Bagian kepala pengumuman terdiri atas:

a) kop pengumuman terdiri dari logo dan nama Kementerian, yang
ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

b) tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo Kementerian,
yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan nomor
pengumuman dicantumkan di bawahnya;

c) kata tentang yang dicantumkan di bawah pengumuman ditulis
dengan huruf kapital secara simetris; dan

d) rumusan judul pengumuman, ditulis dengan huruf kapital
secara simetris di bawah tentang.

2) Batang Tubuh

Batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri atas:

a) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman;

b) peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman; dan

c) pemberitahuan tentang hal tertentu.

3) Kaki

Bagian kaki pengumuman ditempatkan di sebelah kanan, yang

terdiri atas:

a) tempat dan tanggal penetapan;

b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf
awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;

c) tanda tangan pejabat yang menetapkan;

d) nama lengkap, NIP dan gelar ditulis dengan huruf awal kapital,
dan

e) cap dinas.
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Contoh 24
Format Pengumuman

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

-
) SEKRETARIAT JENDERAL
2‘ ﬁ H Jalan Abdul Muis Nomer 7 Jakarts Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimili 021 - 3864507
\‘\w Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarts Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19

s kemendesz. go.id

PENGUMUMAN
NOMOR ...[... ... ...

TENTANG

Dikeluarkan di Jakarta
Padatanggal ..ooeeveeiceceeeees

Nama Jabatan,

Tanda tangandan Cap Lembaga

Nama Lengkap dan Gelar
NIP

KOP Unit Kerja Eselon I dicetak
berwarna

Penomoran yang berurutan dalam satu
tahun takwim

Judul pengumuman yang ditulis kapital

Memuat alasan, peraturan  yang
menjadi dasar dan pemberitahuan
tentang hal tertentu yang dianggap

Kota sesuai dengan alamat dan tanggal
penandatanganan

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis
dengan huruf awal kapital, NIP dan gelar

R e
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C. Laporan
1. Pengertian

Laporan adalah naskah dinas memuat pemberitahuan tentang
pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian.
2. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan
Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat/staf yang diberi
tugas. Laporan ditandatangani oleh pejabat/staf yang diserahi tugas.
3. Susunan
a. Kepala
Bagian kepala laporan memuat judul laporan ditulis dalam huruf
kapital dan diletakkan secara simetris.
b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh laporan terdiri atas:

1) Pendahuluan, memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan,
serta ruang lingkup dan sistematika laporan;

2) Materi laporan, terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor
yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang
dihadapi dan hal lain yang perlu dilaporkan;

3) Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan pertimbangan; dan

4) Penutup, merupakan akhir laporan, memuat harapan/ permintaan
arahan/ucapan terima kasih.

c. Kaki

Bagian kaki laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah dan terdiri

atas:

1) tempat dan tanggal pembuatan laporan;

2) nama jabatan pejabat pembuat laporan, ditulis dengan huruf awal
kapital;

3) tanda tangan; dan

4) nama lengkap, ditulis dengan huruf awal kapital.
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Contoh 25
Format Laporan

/:\\KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

Jalan Abdul Muis Nemor 7 Jakarts Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimili 021 - 3864607

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 — 19
s kemendesa.gonid

KOP Unit Kerja Eselon I

. Hasil yang dicapai

LAPORAN

TENTANG

. Pendahuluan

1. Umum

2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup

4. Dasar

. Simpulan dan Saran

. Kegiatan yang dilaksanakan

Dibuat di Jakarta
Pada tangaal ....

Nama Jabatan,

Tanda tangan dan Cap Lembaga

Nama Lengkap, Gelar
NIP

Judul laporan yang ditulis dengan huruf
kapital

Memuat laporan tentang pelaksanaan tugas
kedinasan

Kota sesuai dengan alamat dan tanggal
penandatanganan, nama jabatan awal kapital

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis
dengan awal huruf Kapital, gelar dan NIP
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D. Telaahan Staf
1. Pengertian

Telaahan staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau

staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan

dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan.

2. Susunan

a. Kepala

Bagian kepala telaahan staf terdiri atas:

1) judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di tengah atas;

2)

dan

uraian singkat tentang permasalahan.

b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri atas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Persoalan, memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan
yang akan dipecahkan;

Praanggapan, memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data
yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi
dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang;
Fakta yang mempengaruhi, memuat fakta yang merupakan
landasan analisis dan pemecahan persoalan;

Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan
akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya,
pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat
dilakukan;

Simpulan, memuat intisari hasil telaahan, yang merupakan pilihan
cara bertindak atau jalan keluar; dan

Tindakan yang disarankan, memuat secara ringkas dan jelas saran

atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

c. Kaki

Bagian kaki telaahan staf ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang

terdiri atas:

1)

2)
3)
4)

nama jabatan pembuat telaahan staf ditulis dengan huruf awal
kapital;

tanda tangan;

nama lengkap; dan

daftar lampiran (jika diperlukan).
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Contoh 26

Format Telaahan Staf

1L

VL

TELAAHAN STAF

TENTANG

Pokok Perscalan

Bagian perscoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang perscalan yang

akan dipecahkan.

Praanggapan
Pranggapan memuat dugaan yang beralazan berdasarkan data dan saling
berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan

kejadian di masa mendatang.

Falkta dan data
Bagian fakta yang mempengarihi memuat fakta yvang merpakan landasan analisis

dan pemecahan perscalan.

Analisis
Bagian ini memuat analisis pengamih praangeapan dan fakta terhadap persealan
serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya serta pemecahan

atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi.

Kesimpulan

Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan satu cara bertindak

Saran

Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk

mengatasi perscalan yang dihadapi.

Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf
Tanda Tangan

Nama Lengkap
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F. Sertifikat

1.

Pengertian

Sertifikat adalah pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang yang
diberikan kepada  seseorang atau lembaga karena  keikut
sertaannya/perannya dalam suatu kegiatan dan digunakan sebagai
alat bukti yang sah.

Wewenang Pembuatan dan Penandatangan

Sertifikat ditandatangani oleh Mentri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
sesuai dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
Susunan

a. Kepala

Bagian kepala sertifikat terdiri dari:

1) lambang negara/logo dan nama Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diletakkan
secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital,;

2) sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri menggunakan
lambang negara, sertifikat yang ditandatangani oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya menggunakan logo Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan

3) judul sertifikat.

b. Batang tubuh

Bagian batang tubuh sertifikat terdiri atas:

1) nama yang diberi sertifikat dan keterlibatan/perannya dalam
kegiatan yang diadakan;

2) judul kegiatan; dan

3) masa berlaku/ Tanggal pelaksanaan kegiatan;

c. Kaki

Bagian kaki sertifikat terdiri dari:

1) nama kota tempat penandatanganan;

2) tanggal saat penandatanganan;

3) nama jabatan penandatangan, ditulis dengan huruf kapital
pada setiap awal kata;

4) nama pejabat penandatangan, ditulis dengan huruf kapital
pada setiap awal kata; dan

5) cap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi.
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d. Hal yang harus diperhatikan
apabila sertifikat yang dikeluarkan diperuntukkan kepada

masyarakat, maka format menyesuaikan.



- 105 -

Contoh 27
format sertifikat

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT
Momor & ol S
Diberikan kepada :
Nama

Tempat/Tanggal Lahir

NIP

Jabatan

Instansi
Pelatihan .......... Tahun ... yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Megara,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dari tanggal ...... sampai dengan ..... di ... yang
meliputi ...... jam pelatihan.

Jakarta, ..

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi

Nama lengkap dan NIP
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G. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan

1.

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan merupakan suatu bukti
yang sah bahwa seseorang telah selesai atau Ilulus mengikuti
pendidikan dan pelatihan.

Wewenang Pembuatan dan Penandatangan

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ditandatangani oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai fungsi, tugas,

wewenang dan tanggung jawab.

3. Susunan

a. Kepala

Bagian kepala Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan terdiri

dari:

1) logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dan nama lembaga diletakkan secara simetris dan
ditulis dengan huruf kapital; dan

2) tulisan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan
dicantumkan di bawah tulisan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, ditulis
dengan huruf kapital secara simetris dan nomor dicantumkan di
bawahnya.

b. Batang tubuh

Bagian batang tubuh STTPL terdiri dari:

1) dasar hukum;

2) identitas peserta;

3) tulisan lulus yang ditulis dengan huruf kapital; dan

4) nama diklat yang diikuti dan tanggal pelaksanaanya.

c. Kaki

Bagian kaki STTPL terdiri dari:

1) nama kota tempat penandatanganan;

2) tanggal saat penandatanganan;

3) nama jabatan penandatangan, ditulis dengan huruf capital pada
setiap awal kata;

4) nama pejabat penandatangan, ditulis dengan huruf capital pada
setiap awal kata; dan

5) tanda tangan cap logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi.
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Contoh Format 28
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

e
o,

7
I
< B
!%.‘!77 ;
“*‘m é“;
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MNomor :

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor........., dan ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :

Nama
Tempat/Tanggal Lahir
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Instansi

LULUS

Kualifikasi

Pada Pelatihan Angkatan ... Tahun ... yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil
Negara, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari tanggal ........ sampai dengan ........ di
Bogor yang meliputi ..... jam pelatihan.

JAKATA, o

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi

Nama lengkap dan NIP
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H. Formulir
Formulir adalah bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah
untuk mencatat berbagai data dan informasi. Formulir dibuat dalam
bentuk kartu atau lembaran tercetak dengan judul tertentu berisi
keterangan yang diperlukan.

I. Naskah Dinas Elektronik
Naskah dinas elektronik adalah naskah dinas berupa komunikasi informasi
yang dilakukan secara elektronis atau terekam dalam multimedia
elektronis.
Ketentuan lebih lanjut tentang tata naskah dinas elektronis diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB III
PEMBUATAN NASKAH DINAS

A. Persyaratan Pembuatan

Setiap naskah dinas merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas dan

jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas, disusun

secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu memperhatikan syarat-

syarat sebagai berikut:

1.

Ketelitian
Naskah dinas harus mencerminkan ketelitian dan kecermatan, baik
dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa

maupun penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.

. Kejelasan

Naskah dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud dari materi yang
dimuat dalamnya.

Logis dan Singkat

Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal, logis,
singkat, padat dan lengkap sehingga mudah dipahami.

Pembakuan

Naskah dinas harus mengikuti aturan yang berlaku sehingga dapat

menjamin terciptanya arsip yang autentik dan reliable.

B. Penomoran Naskah Dinas

Penomoran pada naskah dinas merupakan bagian penting dalam proses

penciptaan arsip. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan

kemudahan penyimpanan, pengamanan, penemuan kembali, dan penilaian

arsip.

1.

Pelayanan Penomoran Naskah Dinas
a) Subbagian Tata Usaha Menteri Biro Sumber Daya Manusia dan

Umum:

1) Melayani penomoran naskah dinas korespondensi eksternal yang
ditandatangani Menteri (Surat Dinas, Surat Undangan, Surat
Permohonan, Surat Tugas, Surat Perintah).

2) Melayani Penomoran naskah dinas khusus yang ditandatangani
Menteri (Sertifikat).

b) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal Biro Sumber Daya

Manusia dan Umum Melayani Penomoran untuk naskah dinas

internal nota dinas tandatangan Sekretaris Jenderal.



c)
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Subbagian Persuratan dan Kearsipan:

1) Penomoran naskah dinas korespondensi internal dan eksternal
yang ditandatangani Sekretaris Jenderal (Surat Dinas, Surat
Undangan, Surat Pernyataan/Persetujuan, Surat Keterangan,
Surat Tugas, Surat Perintah, Surat Kuasa, Pengumuman, Surat
Izin, Surat Pengantar, Memorandum).

2) Penomoran naskah dinas korespondensi internal dan eksternal
yang ditandatangani Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan
Umum (Surat Dinas, Surat Undangan, Nota Dinas, Surat
Pernyataan/Persetujuan, Surat Keterangan, Surat Tugas, Surat
Kuasa, Surat Perintah, Pengumuman, Surat Izin, Surat Pengantar,

Memorandum, Berita Acara).

d) Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana melayani Penomoran

g)

Naskah dinas yang ditandatangani Menteri dan Sekretaris Jenderal
(Peraturan, Keputusan, Instruksi, Pedoman Umum, Petunjuk
Pelaksanaan/Petunjuk Teknis, Standar Operasonal Prosedur, Naskah
Kesepahaman Bersama, Surat Kuasa, Berita Acara, Surat Pengantar,
Surat Edaran).

Penomoran Naskah dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi
Madya  (Keputusan, Instruksi, @Pedoman  Teknis, Petunjuk
Pelaksanaan/Petunjuk Teknis, Standar Operasonal Prosedur,
Perjanjian Kerja Bersama, Surat Kuasa, Berita Acara, Surat Pengantar,
Surat Edaran) dikeluarkan oleh bidang/bagian yang menangani
persuratan di unit kerja masing-masing.

Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi
Pratama dilakukan di setiap subbagian TU/Subbagian Persuratan/
Subbagian Umum yang ada di masing-masing Unit Kerja Eselon II.
Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Balai
dilakukan di setiap subbagian TU/ Subbagian Umum yang ada di

masing-masing Balai.

h) Tidak mengeluarkan penomoran naskah dinas pada tanggal merah

dan/atau hari libur dan apabila pejabat berwenang tidak berada
ditempat.

Naskah Dinas yang memiliki lampiran agar dibubuhi tanda tangan,
nomor dan tanggal sesuai dengan kewenangan penandatanganan

naskah dinas tersebut.
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2. Nomor Naskah Dinas Arahan
a. Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis,
Instruksi dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Susunan nomor naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas
tulisan Nomor, nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim),

tulisan Tahun dengan huruf kapital dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Peraturan

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
POLA KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Keterangan:

NOMOR : Tulisan nomor

1 : Nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim)
TAHUN : Tulisan tahun
2017 : Tahun terbit

b. Keputusan
Susunan nomor keputusan terdiri atas tulisan Nomor, nomor naskah
(nomor urut dalam satu tahun takwim), tulisan Tahun dengan huruf

kapitaldan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Keputusan

KEPUTUSAN MENTERI
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ARSIP

Keterangan:

NOMOR : Tulisan nomor

3 : Nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim)
TAHUN  : Tulisan tahun

2017 : Tahun terbit
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c. Surat Edaran
Susunan nomor surat edaran terdiri atas tulisan Nomor, nomor
naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim), tulisan Tahun dengan

huruf kapital, dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Edaran

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
UPACARA PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Keterangan:

NOMOR : Tulisan nomor

2 : Nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim)
TAHUN : Tulisan tahun

2017 : Tahun terbit

d. Surat Perintah/Surat Tugas
Susunan nomor terdiri atas nomor naskah (nomor urut dalam satu

tahun takwin), kode klasifikasi arsip dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Perintah

SURAT PERINTAH
NOMOR 1/HK.05.01/2017

Keterangan:
NOMOR : Tulisan nomor
1 : Nomor Urut Naskah
HK.05.01 : Kode Klasifikasi
2017 : Tahun terbit
Contoh Format Penomoran Surat Tugas
SURAT TUGAS
NOMOR 1/UM.00.06/2017
Keterangan:
NOMOR : Tulisan nomor
1 : Nomor Urut Naskah
UM.00.06 : Kode Klasifikasi

2017 : Tahun terbit
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2. Nomor Naskah Dinas Korespondensi
a. Nota Dinas
Susunan nomor nota dinas terdiri atas nomor naskah (nomor urut
dalam satu tahun takwin), kode klasifikasi arsip, bulan terbit, dan

tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Nota Dinas

NOTA DINAS
NOMOR 4/UM.01.05/X1/2017

Keterangan:

NOMOR : Tulisan nomor

4 : Nomor Urut Naskah
UM.01.05 : Kode Klasifikasi

XI : Bulan terbit

2017 : Tahun terbit

b. Surat Undangan
Susunan nomor surat undangan terdiri atas nomor surat undangan
(nomor urut dalam satu tahun takwim), kode klasifikasi arsip, bulan

terbit, dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Undangan

Nomor : 6/KP.02.01/X/2017

Keterangan:

6 : Nomor Urut Naskah
KP.02.01 : Kode Klasifikasi

v : Bulan Terbit

2007 : Tahun terbit.

c. Memorandum
Susunan nomor memorandum terdiri atas nomor naskah (nomor
urut dalam satu tahun takwim), kode klasifikasi arsip,bulan terbit,

dantahun terbit.
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Contoh Format Penomoran Memorandum

MEMORANDUM
Nomor: 7/PR.04.01/IV/2017

Keterangan:

7 : Nomor Urut Naskah
PR.04.01 : Kode Klasifikasi

v : Bulan Terbit

2017 : Tahun terbit

d. Surat Dinas
Susunan nomor surat dinas terdiri atas tingkat keamanan surat
dinas (S/SR/R/B), nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun

takwin), kode klasifikasi arsip, dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Dinas

Nomor: 11/HM.02.05/X1/2017

Keterangan

11 : Nomor Urut Naskah
HM.02.05 : Kode Klasifikasi

XI : Bulan terbit

2017 : Tahun terbit

3. Nomor Naskah Dinas Khusus
Susunan nomor naskah dinas khusus meliputi:
a. jenis naskah dinas
1) Surat Perjanjian
2) Surat Kuasa
3) Berita Acara
4) Surat Keterangan
5) Surat Pengantar
6) Pengumuman
b. nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim)
c. kode klasifikasi arsip
d. bulan terbit

e. tahun terbit
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Contoh Format Penomoran Naskah Dinas Khusus

Nomor: 12/KP.00.02/X1/2017

Keterangan:

12 : Nomor Urut Naskah
KP.00.02 : Kode Klasifikasi

XI : Bulan terbit

2017 : Tahun terbit

4. Piagam Penghargaan

Susunan nomor piagam penghargaan terdiri atas Nomor piagam
penghargaan (nomor urut dalam satu tahun takwim), Kode klasifikasi
dan Tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Piagam Penghargaan

PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR : 06/UM. 00.06/2017

Keterangan :

06 : Nomor Urut Piagam
UM.00.06 : Kode Klasifikasi
2017 : Tahun Terbit

5. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
Susunan nomor STTPL terdiri atas nomor STTPL (nomor urut dalam satu

tahun takwim), kode klasifikasi, bulan terbit dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran STTPL

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

NOMOR : 21/BLI.01.02/VIII/2017

C. Penggunaan Kertas, Amplop, dan Tinta
Kertas, amplop, dan tinta merupakan media/sarana surat-menyurat untuk
merekam informasi dalam komunikasi kedinasan.
1. Kertas Surat
a. Penggunaan Kertas
1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS minimal
80 gram, antara lain untuk kegiatan surat-menyurat,

penggandaan, dan dokumen pelaporan.
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2) Pembuatan naskah dinas hingga draf final yang dibubuhi paraf
tidak boleh menggunakan kertas bekas karena naskah dinas dari
draf sampai dengan ditandatangani merupakan satu berkas arsip.

3) Naskah dinas yang bernilaiguna sekunder atau permanen, harus
menggunakan kertas dengan standar sebagai berikut:

a. gramatur minimal 80 gram/ m?

b. ketahanan sobek minimal 350 mN;

c. ketahanan lipat minimal 2,42 (metode schopper) atau 2,18
(metode mit);

d. Ph pada rentang 7,5-10;

e. kandungan alkali kertas minimal 0,4 mol asam/kg; dan

f. daya tahanoksidasi mengandung bilangan kappa minimal 5.

4) Kertas yang digunakan untuk naskah dinas ukurannya

disesuaikan dengan jenis naskah yang terdiri atas:

a) naskah dinas arahan menggunakan kertas F4;

b) naskah dinas korespondensi menggunakan kertas A4;

c) naskah dinas khusus menggunakan kertas A4;

d) laporan menggunakan kertas A4; dan

e) telaahan staf menggunakan kertas A4.

2. Amplop

Amplop adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama untuk
surat keluar lembaga. Ukuran, bentuk, dan warna sampul yang
digunakan untuk surat-menyurat di lingkungan lembaga, diatur sesuai
dengan keperluan lembaga masing-masing dengan mempertimbangkan
efisiensi.
a. Ukuran

Ukuran amplop yang digunakan untuk pengiriman naskah dinas

disesuaikan dengan jenis, ukuran, dan ketebalan naskah dinas yang

akan didistribusikan.

b. Warna
Amplop naskah dinas menggunakan kertas berwarna putih atau
coklat muda.

c. Penulisan Pengirim dan Tujuan
Pada amplop harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan.
Alamat pengirim berupa lambang negara/logo lembaga, nama

lembaga/jabatan, serta alamat lembaga, sedangkan alamat tujuan
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naskah dinas ditulis lengkap dengannama jabatan/lembaga dan
alamat lembaga.
. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul
Surat yang siap untuk dikirim dilipat sesuai ukuran amplop dengan
mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya lurus dan
rapidengan kepala surat menghadap ke depan ke arah
penerima/pembaca surat. Pada amplop yang mempunyai jendela
kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus tepat
pada jendela amplop.

Contoh Format Melipat Kertas Surat

Pertama, sepertiga bagian

o bawah lembaran Iertas

surat dilipat ke depan

Lembar Kertas Surat

) Kedua, sepertiga bagian atas
lembaran kkrtas surat
dilipat ke belakang

Ketiga, surat dimasulkkan
ke dalam sampul dengan
bagian kepala surat
menghadap ke depan ke
arah pembaca penerima

Pada sampul vang
mengpunakan jendela kertas
kaca, alamat tujuan pada
kepala surat hams tepat di
balik jendela kertas kaca
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D. Penggunaan Logo dan Kop Surat
1. Kop Naskah Dinas Jabatan

Kop naskah dinas jabatan hanya ada satu, yaitu jabatan Menteri. Kop
naskah dinas jabatan Menteri dengan lambang Garuda warna emas,
bertuliskan MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, menggunakan kertas
ukuran A4 untuk naskah dinas korespondensi dan F4 untuk naskah
dinas arahan, ditulis dengan huruf kapital yang ditebalkan (bold), jenis
huruf Tahoma 12, spasi 1, diletakkan di tengah margin dan warna huruf
hitam.

Contoh kop naskah dinas jabatan Menteri

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF VILLAGE, DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED REGION, AND TRANSMIGRATION
REPUBLIC OF INDONESIA

Kop naskah dinas unit organisasi digunakan untuk pengetikan naskah
dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau atas nama
pejabat atasannya. Bagi unit organisasi yang telah memiliki ISO dapat
mencantumkan di sebelah kanan atas pada kop naskah dinas. Begitu
juga, hal serupa dapat juga mencantumkan logo tematik pada bagian

kaki naskah dinas.
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Kop naskah dinas unit organisasi terdiri atas:
a) Kop naskah dinas Kementerian
1) Kop naskah dinas arahan dengan logo garuda hitam putih

bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI, ditulis dengan huruf
kapital yang ditebalkan, jenis huruf Tahoma ukuran 12 untuk
nama Kementerian dan ukuran 9 untuk alamat, spasi 1, rata
tengah, warna huruf hitam, menggunakan border bawah berupa
garis tebal dipergunakan untuk pengetikan naskah dinas yang
ditandatangani oleh pejabat struktural Eselon I atas nama
Menteri.

Contoh Kop Naskah Dinas Arahan

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

2) Kop naskah dinas korespondensi menggunakan logo garuda hitam
putih  bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI, ditulis dengan
huruf kapital yang ditebalkan, jenis huruf Tahoma ukuran 12
dipergunakan untuk  pengetikan naskah dinas yang
ditandatangani oleh pejabat struktural Eselon [ atas nama

Mentersi.

Contoh Kop Naskah Dinas Korespondensi

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI




- 120 -

b) Kop naskah dinas Sekretariat Jenderal, dengan logo berwarna di
sebelah kiri yang bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf
kapital, rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama
Kementerian, di bawahnya ditulis SEKRETARIAT JENDERAL dengan
huruf jenis kapital jenis huruf Tahoma, ditebalkan, ukuran 14, untuk
alamat ditulis dengan jenis huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi
1, menggunakan border bawah rata kanan kiriyang terdiri atas dua
garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas Sekretariat Jenderal digunakan
untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Contoh Kop Naskah Dinas Sekretariat Jenderal

yﬂ:wﬁzi KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

L SEKRETARIAT JENDERAL

E \4"; 74 j Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimili 021 - 3864607
11 1‘-

Iq%

!

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 — 19
www.kemendesa.go.id

iy

c) Kop naskah dinas Inspektorat Jenderal, dengan logo berwarna di
sebelah kiri yang bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf
kapital, rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama
Kementerian, di bawahnya ditulis INSPEKTORAT JENDERAL dengan
huruf jenis kapital jenis huruf Tahoma, ditebalkan, ukuran 14, untuk
alamat ditulis dengan jenis huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi
1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua
garis tebal dan tipis. Kop mnaskah dinas Inspektorat Jenderal
digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Inspektorat

Jenderal.

Contoh Kop Naskah Dinas Inspektorat Jenderal

4 % KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
”a‘%\i‘yj INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 — 19
www.kemendesa.go.id



http://www.kemendesa.go.id/
http://www.kemendesa.go.id/
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d) Kop naskah dinas Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan logo berwarna di sebelah
kiri yang bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf
kapital, rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama
Kementerian, di bawahnya ditulis DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, dengan
huruf jenis kapital jenis huruf Tahoma, ditebalkan, ukuran 14, untuk
alamat ditulis dengan jenis huruf Tahomaukuran 9, rata tengah,
spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiriyang terdiri atas
dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk
pengetikan naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal

Pembangunan dan Pemberdayaan.

Contoh Kop Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

s, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
N DIREKTORAT JENDERAL
Y/ PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 — 19
www.kemendesa.go.id

- 1

e) Kop naskah dinas Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan, dengan logo berwarna di sebelah kiri yang bertuliskan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis
huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama Kementerian, di bawahnya
ditulis DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN dengan huruf jenis kapital jenis huruf Tahoma,
ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf
Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah
rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah
dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
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Contoh Kop Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan

f:% "‘s,g KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
3\@[: DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 — 19,
www.kemendesa.qgo.id

f) Kop naskah dinas Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah
Tertentu, dengan logo berwarna di sebelah kiri yang bertuliskan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis
huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama Kementerian, di bawahnya
ditulis DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH
TERTENTU dengan huruf jenis kapital jenis huruf Tahoma, ditebalkan,
ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf Tahoma ukuran
9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan
kiriyang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini
digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Direktorat

Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.

Contoh KOP Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah

Tertentu

o, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
f = ﬁ‘a‘ DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU

 :
a\f' f Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimili 021 — 3864607
", & www.kemendesa.go.id

=

g) Kop naskah dinas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah
Tertinggal, dengan logo berwarna di sebelah kiri yang bertuliskan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis
huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama Kementerian, di bawahnya
ditulis DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL dengan huruf jenis kapital jenis huruf Tahoma,
ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf
Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah

rata kanan kiriyang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah
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dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Contoh Kop Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal

e KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

g ﬂ-f; DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTTINGGAL
i\iy j Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimili 021 — 3864607
* o www.kemendesa.go.id

h) Kop naskah dinas Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi, dengan logo berwarna di
sebelah kiri yang bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf
kapital, rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama
Kementerian, di bawahnya ditulis DIREKTORAT JENDERAL
PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI dengan huruf jenis kapital jenis huruf Tahoma,
ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf
Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border rata
kanan kiriyang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas
ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan
Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman Transmigrasi.

Contoh Kop Naskah Dinas Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan

dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

e KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
{ }5"-‘ DIREKTORAT JENDERAL
*x“j PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGASI

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 — 19,
www.kemendesa.go.id

i) Kop naskah dinas Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan
Transmigrasi, dengan logo berwarna di sebelah kiri yang bertuliskan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis
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huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama Kementerian, di bawahnya
ditulis DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN
TRANSMIGRASI dengan huruf jenis kapital jenis huruf Tahoma,
ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf
Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah
rata kanan kiriyang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah
dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Contoh Kop Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pengembangan

Kawasan Transmigrasi

g
:f -'-"— 7‘- KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
i %- : DIREKTORAT JENDERALPENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGASI
"'*%\“ j Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimili 021 — 3864607

- www.kemendesa.go.id

j) Kop naskah dinas Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan, dan Informasi, dengan logo berwarna di sebelah kiri
yang bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital,
rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama Kementerian,
di bawahnya ditulis BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI dengan huruf jenis
kapital jenis huruf Tahoma, ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat
ditulis dengan jenis huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1,
menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis
tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan
naskah dinas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

Contoh Kop Naskah Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

DAk,

\

4 -‘E.:‘%i BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
\ i‘?/j PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI
i Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989927 — Faksimile 021 - 7996135

www.kemendesa.go.id
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Kop naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Latihan
Masyarakat Jakarta dengan logo berwarna di sebelah kiri bertuliskan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis
huruf Tahoma wukuran 12, di bawahnya bertuliskan BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
DAN INFORMASI, menggunakan huruf kapital jenis huruf Tahoma,
ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI BESAR
PENGEMBANGAN LATIHAN MASYARAKAT JAKARTA yang bertuliskan
dengan huruf kapital jenis huruf Tahoma ukuran 14, rata tengah dan
ditebalkan, untuk alamat ditulis dengan huruf Tahoma ukuran 9, rata
tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiriyang
terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan
untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Balai Besar

Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta.

Contoh Kop Naskah Dinas Balai Besar Pengembangan Latihan
Masyarakat Jakarta

%\@f

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI

BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN MASYARAKAT JAKARTA

JL. Penganten Ali RT:7/RW:6 Ciracas Jakarta Timur
www.kemendesa.go.id

)

Kop naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Latihan
Masyarakat Yogyakarta dengan logo berwarna di sebelah kiri
bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital,
rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran 12, di bawahnya bertuliskan
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, DAN INFORMASI, menggunakan huruf kapital jenis
huruf Tahoma, ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan
BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN MASYARAKAT
YOGYAKARTA yang bertuliskan dengan huruf kapital jenis huruf
Tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk alamat ditulis

dengan huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan
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border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan
tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah
dinas di lingkungan Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat

Yogyakarta.

Contoh Kop Naskah Dinas Balai Besar Pengembangan Latihan
Masyarakat Yogyakarta

f»"’

A\

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
== : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI

BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN MASYARAKAT YOGYAKARTA

Jalan Parasamnya, No.16 Beran Sleman DI.Yogyakarta 55511
www.kemendesa.go.id

‘D
.4'”

P

<

m) Kop naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Masyarakat
Pekanbaru dengan logo berwarna di sebelah kiri bertuliskan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis
huruf Tahoma ukuran 12, di bawahnya bertuliskan BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
DAN INFORMASI, menggunakan huruf kapital jenis huruf Tahoma,
ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN PRODUKSI BENGKULU yang
bertuliskan dengan huruf kapital jenis huruf Tahoma ukuran 14, rata
tengah dan ditebalkan, untuk alamat ditulis dengan huruf Tahoma
ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata
kanan kiriyang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah
dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan

Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru.

Contoh Kop Naskah Dinas Balai Pengkajian dan Penerapan Produksi

Bengkulu
i KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
j;!;- BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI
‘3‘/*“‘; BALAI PENGKAJIAN DAN PENERAPAN PRODUKSI BENGKULU

Jalan Adi Sucipto Nomor 285 Pekanbaru Riau, Telp. (0761) 7078995
www.kemendesa.go.id
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n) Kop naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Masyarakat

Banjarmasin dengan logo berwarna di sebelah kiri bertuliskan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis
huruf Tahoma ukuran 12, di bawahnya bertuliskan BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
DAN INFORMASI, menggunakan huruf kapital jenis huruf Tahoma,
ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI LATIHAN
MASYARAKAT BANJARMASIN yang bertuliskan dengan huruf kapital
jenis huruf Tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk
alamat ditulis dengan huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1,
menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua
garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk
pengetikan naskah dinas di lingkungan Balai Latihan Masyarakat

Banjarmasin.

Contoh Kop Naskah Dinas Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

i BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI

BALAI LATIHAN MASYARAKAT BANJARMASIN
Jalan Handil Bhakti KM 9,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan, Telp. (0811) 5000344
www.kemendesa.go.id

o)

Kop naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Latihan
Masyarakat Makassar dengan logo berwarna di sebelah kiri
bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital,
rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran 12, di bawahnya bertuliskan
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, DAN INFORMASI, atasnya menggunakan huruf kapital
jenis huruf Tahoma, ukuran 12, rata tengah, di bawahnya
bertuliskan BALAI LATIHAN MASYARAKAT MAKASSAR yang
bertuliskan dengan huruf kapital jenis huruf Tahoma ukuran 14, rata
tengah dan ditebalkan, untuk alamat ditulis dengan huruf Tahoma

ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata
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kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah
dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan

Balai Latihan Masyarakat Makassar.

Contoh Kop Naskah Dinas Balai Latihan Masyarakat Makassar

f‘: 1. ™ KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
- '

s\//yj BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI
- BALAI LATIHAN MASYARAKAT MAKASSAR

Jalan Daeng Ramang Km.16,990243,Makassar Sulawesi
www.kemendesa.go.id

"

p) Kop naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Masyarakat
Denpasar dengan logo berwarna di sebelah kiri bertuliskan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis
huruf Tahoma ukuran 12, di bawahnya bertuliskan BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
DAN INFORMASI, menggunakan huruf kapital jenis huruf Tahoma,
ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI LATIHAN
MASYARAKAT DENPASAR yang bertuliskan dengan huruf kapital
jenis huruf Tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk
alamat ditulis dengan huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1,
menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua
garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk
pengetikan naskah dinas di lingkungan Balai Latihan Masyarakat

Denpasar.

Contoh Kop naskah dinas Balai Latihan Masyarakat Denpasar

o

P KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
{ ;;- BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI
&/ BALAI LATIHAN MASYARAKAT DENPASAR

Jalan Kayu Aya Nomor 101 Seminyak Kuta Bali, Telp. (0361) 730832
www.kemendesa.go.id

q) Kop naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Balai Pengkajian dan
Penerapan Teknik Produksi Bengkulu dengan logo berwarna di
sebelah kiri bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf
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kapital, rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran 12, di bawahnya
bertuliskan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI, menggunakan
huruf kapital jenis huruf Tahoma, ukuran 12, rata tengah, di
bawahnya bertuliskan BALAI PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
TEKNIK PRODUKSI BENGKULU yang bertuliskan dengan huruf
kapital jenis huruf Tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan,
untuk alamat ditulis dengan huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah,
spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas
dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk
pengetikan naskah dinas di lingkungan Balai Pengkajian dan

Penerapan Teknik Produksi Bengkulu.

Contoh Kop naskah dinas Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik

Produksi Bengkulu

e KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

% : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI

i\i’ft BALAI PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNIK PRODUKSI BENGKULU

Komplek ADC/LDC Desa Margasakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu 38546, Telp. (0737) 522416
www.kemendesa.go.id

r) Kop naskah dinas Balai Latihan Masyarakat Papua dengan logo
berwarna di sebelah kiri bertuliskan KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran
12, di bawahnya bertuliskan BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI,
menggunakan huruf kapital jenis huruf Tahoma, ukuran 12, rata
tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI LATIHAN MASYARAKAT
JAYAPURA yang bertuliskan dengan huruf kapital jenis huruf
Tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk alamat ditulis
dengan huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan
border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan
tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah

dinas di lingkungan Balai Latihan Masyarakat Jayapura.
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Contoh Kop naskah dinas Balai Latihan Masyarakat Jayapura

e
-

R

\7 4,

S\

ety

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI

BALAI LATIHAN MASYARAKAT JAYAPURA

Jalan Raya Abepura Tanah Hitam Kelurahan Awiyo Distrik Abepura, Jayapura 99351
www.kemendesa.go.id

s) Kop naskah dinas Balai Latihan Masyarakat Maluku dengan logo
berwarna di sebelah kiri bertuliskan KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran
12, di bawahnya bertuliskan BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI,
menggunakan huruf kapital jenis huruf Tahoma, ukuran 12, rata
tengah, di bawahnya bertuliskan nama BESAR LATIHAN
MASYARAKAT AMBON yang bertuliskan dengan huruf kapital jenis
huruf Tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk alamat
ditulis dengan huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1,
menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua
garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk
pengetikan naskah dinas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis.

Contoh Kop naskah dinas Balai Latihan Masyarakat Ambon

sf:;;:e%i
@/

-

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI

BALAI LATIHAN MASYARAKAT AMBON

Jl.Laksdya Leo Watimena Posso
www.kemendesa.go.id

E. Ketentuan Jarak Spasi, Jenis, dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung
1. Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek
keserasian, estetika, banyaknya isi naskah dinas dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut.
Jarak antara judul dan isi adalah 2 spasi.
Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dengan
baris kedua adalah 1 spasi.

c. Jarak setiap baris disesuaikan dengan keperluan.



http://www.kemendesa.go.id/
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2. Jenis dan Ukuran Huruf:
a. Jenis huruf yang digunakan pada kop naskah dinas adalah Tahoma
12.
b. Jenis huruf yang digunakan untuk naskah dinas arahan adalah
bookman old style 12.
c. Jenis naskah dinas lainnya menggunakan huruf Tahoma 12.
3. Kata Penyambung
Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa
teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari
satu halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman
pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan
kata penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil
persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama
dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau
dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata

penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.

Contoh Format Penulisan Kata Penyambung Pada Halaman pertama Baris

Paling Bawah adalah media...

Media ... < Kata Penyambung

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media elektronik

...dst.

-2 .
media eleltromnill .. e e
R « &1

F. Penentuan Batas/Ruang Tepi
Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas,
diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh.
Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik

pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat
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ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan

ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat

naskah dinas, yaitu:

1. ruang tepi atas: apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi di
bawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya 2
cm dari tepi atas kertas;

2. ruang tepi bawah:sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas;

3. ruang tepi kiri: sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas; dan

4. ruang tepi kanan: sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

Catatan:
Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas
bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu
naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam
paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

. Nomor Halaman

Nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut

angka Arab Barat (1,2,3 ...) dan dicantumkan secara simetris di tengah atas

dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor,
kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah
dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

. Tembusan

Tembusan surat bagian ini dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang

menunjukan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tersebut.

Lampiran

Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi

nomor urut dengan angka Arab Barat. Nomor halaman lampiran

merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.

. Penggunaan Logo Lembaga/Lambang Negara

Lambang negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas

sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi.

Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas

di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi, perlu ditentukan penggunaan lambang negara, logo, dan cap

dinas pada kertas surat dan amplop.

1. Penggunaan Lambang Negara
Ketentuan penggunaan Lambang Negara untuk naskah dinas adalah

sebagai berikut.
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a. Lambang Negara digunakan dalam naskah dinas sebagai tanda
pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi.

b. Lambang Negara berwarna emas di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi digunakan pada
naskah dinas yang ditandatangani Menteri.

c. Lambang Negara hitam putih dapat digunakan pada naskah dinas
yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama
Menteri.

d. Lambang negara ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara
simetris pada naskah dinas.

2. Penggunaan Logo

a. Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf
yang digunakan dalam naskah dinas sebagai identitas lembaga agar
publik lebih mudah mengenalnya.

b. Logo digunakan oleh pejabat berwenang selain Menteri.

c. Logo ditempatkan di sebelah kiri kepala surat pada naskah dinas.

d. Logo wajib digunakan untuk:

1) amplop dinas;

2) backdrop;

3) blocknote;

4)  buku Peraturan Menteri/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan;

5) cap dinas;

6) dokumen/barang resmi lainnya yang diterbitkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

7) kalender;

8) kartu tanda parkir kendaraan;

9) kartu tanda pengenal pegawai;

10) kop naskah dinas;

11) label barang milik negara;

12) leaflet;

13) papan nama kantor;

14) pin pegawai dan kartu tanda pemegang pin pegawai,

15) plakat;

16) situs resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi;

17) stopmap; dan
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18) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan/Sertifikat;

Logo dapat digunakan pada:

1) gantungan tanda pengenal pegawai;

2) gedung kantor;

3) guntingan pers;

4) kartu nama pejabat/pegawai;

5) kendaraan jemput pegawai;

6) light box

7) pakaian;

8) pin;

9) poster; dan

10) pulpen;

11) rotary banner;

12) spanduk;

13) tas;

14) topi; dan

15) videotron.

Penggunaan logo untuk hal-hal selain yang diatur dalam huruf e dan
huruf f, harus mendapatkan izin dari pimpinan unit organisasi yang
memiliki tanggung jawab di bidang kesekretariatan/kearsipan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.

Contoh logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi adalah sebagai berikut:

Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berbentuk bunga yang
berkembang melambangkan optimis yang siap bekerja dan berkembang dalam membangun
Indonesia serta bermakna sebagai berikut:

Infrastruktur bangunan (rumah) dengan atap membentuk panah
ke atas sebagai arah kemajuan dan optimisme, serta spirit

DAER
\\e\‘“k“ A”’é:y, bottom-up “desa membangu9n”.
s ofin X
- % ¥ Empat lapisan bumi/lahan/undakan/terasiring khas pedesaan
berwarna hijau melambangkan warna bumi, alam (hature), dan

&)

S
&
s
'n; / 5 pedesaaan (village) serta melambangkan pembangunan.
< 3
‘\‘% g __» Bentuk tangan menopang, sebagai dasar penyangga bumi (desa)

%, & berwarna biru melambangkan profesionalitas

Jy / ©

™ Tulisan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (warna hitam) lingkaran (berwarna abu-abu).
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3. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerja Sama

a. Dalam kerja sama yang dilakukan antar pemerintah (G to G,
digunakan map naskah dinas dengan lambang negara.

b. Tata letak logo dalam perjanjian kerja sama sektoral, baik antar
kementerian/kabupaten/kota (di dalam negeri), logo yang dimiliki
lembaga masing-masing diletakkan di atas map naskah perjanjian.

K. Pengaturan Paraf Naskah Dinas dan Penggunaan Cap
1. Pengaturan Paraf Dinas

a. Pembubuhan Paraf Koordinasi
Terhadap materi naskah dinas yang saling berkaitan dan
memerlukan koordinasi antar-unit kerja, pejabat yang berwenang
dari unit terkait ikut serta membubuhkan paraf pada kolom paraf
koordinasi (oleh pejabat pada dua jenjang jabatan struktural di
bawahnya).

Pemberian paraf koordinasi naskah dinas diatur sebagai berikut:
1) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri
a) Apabila naskah dinas berasal dari Sekretariat Jenderal yang
bukan naskah dinas pengaturan dan penetapan, pembubuhan
paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

(1) kolom pengendali administrasi diparaf oleh Sekretaris
Jenderal selaku pengendali teknis dan administrasi
Kementerian.

(2) kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya yang menyusun konsep naskah
dinas.

(3) kolom pembuat draft diparaf oleh Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama yang menyusun dan membuat draft naskah dinas.

Contoh: 1) a)

Tanda Tangan Menteri

Penanggung Jawab Paraf Tanggal

Pengendali Administrasi
(Sekretaris Jenderal)

Penanggungjawab Materi
(Kepala Biro)

Pembuat Draf
(Kepala Bagian)
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b) Apabila naskah dinas yang ditandatangani Sekretaris Jenderal

atas nama Menteri yang bukan naskah dinas pengaturan dan

penetapan, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan

ketentuan sebagai berikut:

(1) kolom pengendali diparaf oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya selaku pengendali teknis dan administrasi
Kementerian.

(2) kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya yang menyusun konsep naskah
dinas.

(3) kolom pembuat draft diparaf oleh Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama.
Contoh: 1) b)
Tanda tangan a.n. Menteri
Penanggung Jawab Paraf Tanggal

Pengendali Administrasi
(Sekretaris Jenderal)

Penanggungjawab Materi
(Kepala Biro)

J Pembuat Draf
(Kepala Bagian)

Naskah dinas berasal dari Direktorat Jenderal/Inspektorat

Jenderal/Badan, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan

ketentuan sebagai berikut:

(1) kolom pengendali administrasi diparaf oleh Sekretaris
Jenderal.

(2) kolom pengendali teknis diparaf oleh Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya yang bersangkutan.

(3) kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya yang menyusun konsep naskah

dinas.
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Contoh: 1) ¢)

Tanda tangan Menteri

Penanggung Jawab Paraf Tanggal
Pengendali Administrasi
(Sekretaris Jenderal)

Pengendali Teknis
(Dirjen/Irjen/Ka Balai)

Materi
(Sekretaris /Inspektur/Direktur/Kepala
Biro/Kepala Pusat/Kepala Balai)

2) Naskah Dinas Pengaturan
a) Apabila naskah dinas berupa naskah dinas pengaturan dan
penetapan, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan
sebagai berikut.

(1) kolom Pengendali Administrasi diparaf oleh Sekretaris Jenderal.

(2) kolom Pengendali Aspek Teknis diparaf oleh Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya yang terkait dengan materi.

(3) kolom Pengendali Aspek Hukum diparaf oleh Pejabat Biro
Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana atau sebutan lain Biro
yang menangani Hukum.

(4) kolom pembuat konsep diparaf oleh oleh Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama yang bersangkutan.

Contoh: 2) a)

Tanda tangan Menteri

Penanggung Jawab Paraf Tanggal

Pengendali Administrasi
(Sekretaris Jenderal)

Aspek Teknis
(Sekretaris Jenderal /Inspektur Jenderal/
Direktur Jenderal /Kepala Balai)

Pengendali Aspek Hukum
(Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana)

Pembuat Konsep
(Sekretaris/Inspektur/Direktur/Kepala Biro/
Kepala Pusat/Kepala Balai)

b) Apabila naskah dinas berupa naskah dinas pengaturan dan
penetapan, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan
sebagai berikut:

(1) kolom Pengendali Administrasi diparaf oleh Sekretaris Jenderal.
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(2) kolom Pengendali Aspek Teknis diparaf oleh Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya yang terkait dengan materi.

(3) kolom Pengendali Aspek Hukum diparaf oleh Pejabat Biro

Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana atau sebutan lain Biro

yang menangani Hukum.

(4) kolom pembuat konsep diparaf oleh oleh Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama yang bersangkutan.

Contoh: 2) a)

Tanda tangan Menteri

Penanggung Jawab

Paraf

Tanggal

Pengendali Administrasi
(Sekretaris Jenderal)

Aspek Teknis
(Sekretaris Jenderal /Inspektur Jenderal/
Direktur Jenderal /Kepala Balai)

Pengendali Aspek Hukum
(Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana)

Pembuat Konsep
(Sekretaris /Inspektur/Direktur/Kepala Biro/
Kepala Pusat/Kepala Balai)

b) Apabila naskah dinas pengaturan dan penetapan ditandatangani oleh

Sekretaris Jenderal, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan

ketentuan sebagai berikut:

(1) kolom Pembuat konsep diparaf oleh Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya yang menyusun konsep naskah dinas.

(2) kolom pengendali Aspek Hukum diparaf oleh Kepala Biro
Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana atau sebutan lain Kepala

Biro yang menangani hukum selaku pengendali Aspek Hukum.

Contoh: 2) b)

Tanda Tangan Sekretaris Jenderal

Penanggung Jawab

Paraf

Tanggal

Pembuat Konsep
(Sekretaris /Inspektur/Direktur/Kepala
Biro/Kepala Pusat/Kepala Balai)

Pengendali Aspek Hukum

(Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana)
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Naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
Naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur
Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan pembubuhan paraf dan
tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama.
(2) kolom penanggung jawab administrasi diparaf oleh Pejabat
Administrator.
(3) kolom pembuat konsep diparaf oleh Pejabat Pengawas.
Contoh: 3)

Tanda Tangan Pejabat Tinggi Madya

Penanggung Jawab Paraf Tanggal
Materi
(Sekretaris/Inspektur/Direktur/Kepala
Biro/Kepala Pusat/Kepala Balai)
Pengendali Administrasi
(Kabag/Kasubdit/Kabid)

Pembuat Konsep
(Kasubag/Kasi)

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama

Apabila naskah dinas ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat
Jenderal/Direktur/Sekretaris Inspektur Jenderal/ Inspektur/ Sekretaris
Badan/Kepala Pusat/Kepala Biro, pembubuhan paraf dan tanggal diatur

dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Pejabat
Administrator.
(2) kolom penanggungjawab administrasi diparaf oleh Pejabat
Pengawas.
Contoh:

Tanda Tangan Pejabat Tinggi Pratama

Penanggung Jawab Paraf Tanggal

Materi

(Kabag/Kasubdit/Kabid)

Pengendali Administrasi

(Kasubag/Kasi/Kasubid)
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5) Naskah Dinas ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai

Besar

Apabila naskah dinas ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis

Balai Besar, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan

sebagai berikut:

(1) kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Pejabat

Administrator.

(2) kolom pengendali administrasi diparaf oleh Pejabat Pengawas.

Contoh Cap Dinas Kepala Balai Besar

Tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Besar

Penanggung Jawab Paraf Tanggal

Materi

(Kabag/Kabid)

Pengendali Administrasi

(Kasubbag/Kasubid)

6) Tandatangan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai
Apabila naskah dinas ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis

Balai, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai
berikut:

(1) kolom pengendali administrasi diparaf oleh Pejabat Pengawas.

Contoh Cap Dinas Kepala Balai

Tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai

Penanggung Jawab Paraf Tanggal

Pengendali Administrasi

(Kasubbag)

Catatan : Bentuk paraf koordinasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan
di masing-masing Unit Kerja.
2. Penggunaan Cap

a. Pengertian Cap

Cap adalah alat untuk membuat rekaman tanda atau simbol suatu
lembaga. Cap digunakan untuk pengabsahan naskah dinas. Cap
dinas dibagi menjadi dua.
1) Cap Jabatan

Cap jabatan adalah cap yang memuat nama jabatan yang

digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas. Di lingkungan
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Kementerian hanya ada satu cap jabatan, yakni cap jabatan

Menteri. Cap jabatan Menteri memiliki spesifikasi sebagai berikut:

a. Lingkaran luar berisi tulisan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dengan
huruf kapital.

b. Lingkaran dalam berisi tulisan Menteri dan gambar Burung

Garuda.

Contoh Cap Dinas Jabatan Menteri

JABATAN CAP DINAS JABATAN

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

2) Cap dinas unit organisasi tingkat Kementerian, dengan spesifikasi
sebagai berikut:

a. lingkaran luar berisi tulisan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia,
dengan huruf kapital.

b. Lingkaran dalam berisi tulisan gambar Burung Garuda.

Contoh: Cap Dinas Unit Organisasi Kementerian

ORGANISASI CAP DINAS ORGANISASI

KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
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3) Cap dinas unit organisasi Eselon I, dengan spesifikasi sebagai

berikut:

a) Lingkaran pertama paling luar berisi tulisan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia, dengan huruf kapital.

b) Lingkaran kedua berisi tulisan unit kerja Eselon I dengan huruf

kapital:

(1) Sekretariat Jenderal,

(2) Inspektorat Jenderal,

(3) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa;

(4) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;

(5) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;

(6) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;

(7) Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi;

(8) Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
dan Badan Penelitian; dan

(9) Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

c) Lingkaran ketiga berisi logo Kementerian.

Contoh Cap Dinas Unit Organisasi Eselon I

No.

Unit Organisasi Cap Dinas Organisasi

SEKRETARIAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL
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No. Unit Organisasi Cap Dinas Organisasi
3. DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
4. DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DITJEN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
5. DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
0. DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DITJEN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL
7. DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN

KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

9 [ DITJEN PENYIAPAN KAWASAN | '— \
E |DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN | g |
\ TRANSMIG! | =

RASI
7y S

*
T

|
|
\
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No. Unit Organisasi Cap Dinas Organisasi
8. DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN KAWASAN
TRANSMIGRASI
DITJEN PENGEMBANGAN
| KAWASAN TRANSMIGRASI |
9. BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, DAN INFORMASI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
DAN INFORMASI

3) Cap dinas unit organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
lingkungan Kementerian, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Lingkaran pertama berisi tulisan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia dengan huruf kapital.

b) Lingkaran kedua berisi tulisan unit organisasi Eselon I yang
membawahi UPT tersebut dengan huruf kapital.

c) Lingkaran ketiga berisi tulisan Unit Pelaksana Teknis dengan
huruf kapital:

1) Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta

2) Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta

3) Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru
4) Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin
5) Balai Latihan Masyarakat Makassar

(
(
(
(
(
(6) Balai Latihan Masyarakat Denpasar

(7) Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi
Bengkulu
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(8) Balai Latihan Masyarakat Ambon
(9) Balai Latihan Masyarakat Jayapura

d) Lingkaran keempat berisi lambang Kementerian

Contoh: Cap Dinas Unit Pelaksana Teknis

No. Unit Organisasi Cap
1. | BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN
MASYARAKAT JAKARTA

2. BALAI BESAR LATIHAN MASYARAKAT

YOGYAKARTA
3. BALAI LATIHAN MASYARAKAT

PEKANBARU

4. BALAI LATIHAN MASYARAKAT

BANJARMASIN
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No. Unit Organisasi
5. BALAI LATIHAN MASYARAKAT

MAKASSAR
0. BALAI LATIHAN MASYARAKAT

DENPASAR
7. BALAI PENGKAJIAN DAN PENERAPAN

TEKNIK PRODUKSI BENGKULU
PENERAPALTEKNIK PRODUKSI

8. BALAI LATIHAN MASYARAKAT AMBON

BALAI LATIHAN
| MASYARAKAT AMBON |

BALAI LATIHAN MASYARAKAT JAYAPURA
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b. Bentuk Cap
1) Cap Jabatan
Untuk lembaga, menggunakan tinta berwarna ungu dengan

ukuran diameter sebagai berikut:

40 mm

39 mm

B0 mm

Gambar 1. Cap Jabatan

2) Cap Lembaga
Bentuk dan spesifikasi cap lembaga dengan logo adalah sebagai
berikut:
Bentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1 =
18,5 mm, R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5 mm. Tebal garis lingkaran
R1 = + 0,8 mm dan R2 = R3 = + 0,2 mm. (Pindahkan ke samping

gambar).

Logo

Nama Kementerian

Gambar 2. Cap Lembaga
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b. Penggunaan Cap untuk Naskah Dinas Sangat Rahasia
Cap yang digunakan untuk naskah dinas yang membutuhkan tingkat
pengamanan tinggi (naskah dinas sangat rahasia) sebaiknya
menggunakan cap yang dicetak timbul (emboss) tanpa menggunakan
tinta dengan maksud untuk menghindari penyalahgunaan
pemakaian.

L. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas
Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas dapat
dilakukan dengan syarat harus jelas menunjukkan naskah dinas atau
bagian mana dari naskah dinas tersebut yang diadakan perubahan,
pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat.
1. Pengertian

a. Perubahan
Perubahan adalah mengubah bagian tertentu dari naskah dinas yang
dinyatakan dengan lembar perubahan.

b. Pencabutan
Pencabutan adalah mencabut naskah dinas tertentu karena
bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, khusus, atau naskah dinas yang baru
ditetapkan.

c. Pembatalan
Pembatalanadalah menyatakan bahwa seluruh materi naskah dinas
tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan pembatalan dalam
naskah dinas yang baru.

d. Ralat
Ralat adalah perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi
naskah dinas melalui pernyataan ralat dalam naskah dinas yang
baru.

2. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat

a. Naskah dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, atau
dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan naskah
dinas yang setingkat atau lebih tinggi.

b. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan
pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas
tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

c. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, dilaksanakan

oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas.
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M. Penggunaan Map

1.

Map naskah dinas terdiri atas:
a. Naskah dinas jabatan;
b. Map naskah dinas jabatan eselon [; dan

c. Map naskah dinas unit kerja eselon II.

2. Map naskah dinas berbentuk 4 (empat) persegi panjang.

3. Penggunaan Map:

a. Menteri (wana putih);

b. Sekjen (warna merah);

c. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (warna hijau
tua);

d. Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (warna hijau muda);

e. Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (warna biru tua);

f. Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal (warna biru muda);

g. Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi (warna coklat tua);

h. Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (warna coklat muda)

i. Inspektorat Jenderal (warna abu-abu);

j- Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan, dan Informasi (warna kuning); dan

k. Staf Ahli Menteri (Warna orange).

Map naskah dinas menggunakan jenis kertas BC, koonstrok dan

buffalo.

Ukuran map yaitu panjang 37 cm dan lebar 20 cm.

Halaman depan map naskah dinas menteri berisi:

a. lambang negara berwarna dengan perisai berwarna dan tulisan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
ditempatkan pada bagian tengah atas; dan

b. lambang Negara berwarna dan tulisan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditempatkan pada bagian
tengah atas dan tulisan “MOHON TANDA TANGAN” pada bagian
tengah map di dalam garis bingkai.

Halaman depan map naskah dinas eselon I Logo berwarna, nama

kementerian dan nama jabatan eselon I ditempatkan pada bagian

tengah atas, untuk penandatanganan surat menggunakan map

“MOHON TANDA TANGAN”.



10.

11

12.

13.
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Halaman depan map naskah dinas eselon II berisi logo Kementerian,
nama kementerian dan nama unit kerja eselon I ditempatkan pada
bagian tengah atas dan nama unit eselon II serta alamat di bagian
tengah map di dalam garis bingkai, untuk penandatanganan surat
menggunakan map “MOHON TANDA TANGAN”.

Huruf pada map naskah dinas yaitu Arial Narrow.

Huruf pada tulisan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada nomor 6 huruf a berukuran

18.

. Huruf pada tulisan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi dan tulisan “MOHON TANDA TANGAN” sebagaimana
dimaksud pada angka 6 huruf b berukuran 18 dan 42.

Huruf pada nama kementerian dan nama jabatan eselon I sebagaimana
dimaksud pada nomor 7 berukuran 18, map eselon I masing-masing 2
(dua jenis), 1 (satu) untuk map keluar tidak mencantumkan “mohon
tanda tangan”, jika map tidak untuk penandatanganan hanya
mencantumkan logo kementerian dan nama unitnya.

Huruf pada nama kementerian, unit kerja eselon I, dan nama unit kerja
eselon II sebagaimana dimaksud pada angka 7 berukuran 18, 42, dan

14.



- 151 -

CONTOH MAP
MAP

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI

MAP MENTERI (tanda tangan)

MOHON TANDA TANGAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
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MAP ESELON I

KEMENTERIAN DESA,

TERTINGGAL, DAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL

MAP ESELON I (tanda tangan)

KEMENT TERTINGGAL, DAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL
MOHON TANDA TANGAN

MAP ESELON II

|

(NN DAERA,
4 ¢ “%"%

;'-'qs

%"m %

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

o

Wiy i

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA
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MAP ESELON II (tanda tangan)

oAERY
A

«7"

e 3

(RNDESA,,

o
&
&

3

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

MOHON TANDA TANGAN

KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENIDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI

NOAERA

i N

EMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENIDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

MOHON TANDA TANGAN
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BAB IV
PENGAMANAN NASKAH DINAS

A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas

Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri atas:

1. segera yaitu yaitu naskah dinas yang apabila harus ditindaklanjuti
segera oleh penerima;

2. sangat rahasia yaitu naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan keselamatan negara;

3. rahasia, yaitu naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional,
ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. Apabila informasi
yang terdapat dalam naskah dinas bersifat sensitif baik bagi lembaga
maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap
privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak
kemitraan dan reputasi;

4. terbatas, yaitu naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian
finansial yang signifikan; dan

5. biasa, yaitu naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka
untuk umum tidak membawa dampak apa pun terhadap keamanan
negara.

Penentuan keempat tingkat klasifikasi keamanan tersebut disesuaikan

dengan kepentingan dan substansi naskah dinas. Di Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dimungkinkan untuk

membuat sekurang-kurangnya 2 (dua) tingkat/derajat klasifikasi naskah

dinas. Hak akses naskah dinas:

1. naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hak
akses diberikan kepada Menteri dan yang setingkat di bawahnya apabila
sudah diberikan izin, pengawas internal/eksternal dan penegak hukum;
dan

2. naskah dinas berklasifikasi biasa, hak akses diberikan kepada semua

tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.
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B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan
Akses
1. Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses
Perlakuan naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses,
diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas
naskah dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk naskah
dinas yang sangat rahasia dan rahasia. Untuk kode derajat klasifikasi:
a. naskah dinas segera diberikan kode ‘S’ dengan menggunakan tinta
warna merah
b. naskah dinas sangat rahasia diberikan kode ‘SR’ dengan
menggunakan tinta warna merah;
c. naskah dinas rahasia diberikan kode ‘R’ dengan menggunakan tinta
warna merah;
d. naskah dinas terbatas diberikan kode ‘T’ dengan menggunakan tinta
hitam; dan
e. naskah dinas biasa diberikan kode ‘B’ dengan menggunakan tinta
hitam.
2. Pemberian Nomor Seri Pengaman dan Security Printing
Security printing adalah percetakan yang berhubungan dengan
pengamanan tingkat tinggi pada naskah, dengan tujuan untuk
mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap
keautentikan dan keterpercayaan naskah dinas. Security printing
menggunakan metode-metode teknis sebagai berikut:
a. kertas khusus
Kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor seri
pengaman yang letaknya diatur secara tersendiri dan hanya diketahui
oleh pihak-pihak tertentu. Penggunaan kertas ini harus berurutan
sesuai dengan nomor serinya sehingga memudahkan pelacakan.

b. watermarks

Gambar 3. Watermarks
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Watermarks adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang
muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus
dilihat dengan cahaya dari belakang kertas karena variasi kerapatan
kertas.

3. OR CODE Naskah Dinas

OR code adalah sebuah pemberian nomor seri pengaman dengan tujuan

mencegah pemalsuan serta jaminan terhadap keautentikan dan

keterpercayaan naskah dinas. Security printing menggunakan metode
teknis yakni pemberian QR code yang letaknya diatur secara tersendiri oleh
operator, untuk naskah dinas yang ditandatangani Menteri dan Pejabat

Tinggi Madya.

a. Wewenang Pembuatan QR code dioperasikan oleh operator di Subbagian
Tata Usaha Menteri dan Subbagian Tata Usaha/Persuratan/Umum pada
masing-masing Unit Kerja Eselon I; dan

b. mekanisme pemberian QR code adalah pada saat naskah dinas telah
ditandatangani oleh pimpinan, dalam hal ini adalah Sekretaris Jenderal.
Dengan demikian, sebelum naskah dinas tersebut diberikan kepada unit
teknis, diberikan QR code terlebih dahulu.

Contoh QR code Sekretaris Jenderal

OF

4. Pembuatan dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia
Pembuatan dan pengawasan nomor seri pengaman dan pencetakan
pengamanan naskah dinas dilakukan oleh unit kerja yang secara
fungsional mempunyai tugas dan fungsi Dberkaitan dengan
ketatausahaan. Pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan
pengamanan dikoordinasikan dengan lembaga teknis terkait. Untuk
penomoran surat yang membutuhkan pengamanan tinggi, diperlukan

penulisan kode khusus yang tidak mudah untuk diingat.
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BAB V
KEWENANGAN PENANDATANGANAN

A. Penggunaan Garis Kewenangan

Menteri bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dilakukan di

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi RI. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau

diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis

kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang

mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang.

B. Penandatanganan

Penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat

dilaksanakan dengan menggunakan 4 (empat) cara, antara lain:

1. Atas Nama (a.n.)
Frasa atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang
menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang
bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab
pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab tetap berada pada
pejabatyang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima
pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat
yang melimpahkan wewenang. Susunan penandatanganan atas nama
(a.n.) pejabat lain, yaitu nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis
lengkap dengan huruf kapital pada setiap awal kata, didahului dengan
singkatan a.n.

Contoh Format Atas Nama:

a.n. Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Republik Indonesia,

Sekretaris Jenderal,

Tanda tangan

(Nama Lengkap dan gelar)
(NIP)

2. Untuk Beliau (u.b.)

Frasa untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan
kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya,
sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.)
Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai dua tingkat

struktural di bawahnya. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang
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melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan
wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang
melimpahkan wewenang.

Contoh Format Untuk Beliau:

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro .......cocoovvvviviiiniiiinnnn,
u.b. Kepala Bagian ............ ,

Tanda tangan

(Nama Lengkap dan gelar)
(NIP)

3. Pelaksana Tugas (Plt.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat (Plt.),

adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang berwenang
menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu
ketentuan/keputusan bidang kepegawaian.

b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat
yang definitif ditetapkan.

c. Plt.bertanggung jawab atas naskah dinas yang ditandatanganinya.

Contoh Format penandatanganan oleh Pelaksana Tugas:

Plt. Kepala Biro ................

Tanda tangan

(Nama Lengkap dan gelar)
(NIP)

4. Pelaksana Harian (Plh.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana harian, yang disingkat (Plh.),

adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang
berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat
sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu
ada pejabat sementara yang menggantikannya.

b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat

yang definitif kembali di tempat.
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c. Plh. mempertanggungjawabkan naskah dinas yang ditandatanganinya
kepada pejabat definitif.

Contoh Format Pelaksana Harian:

Plh. Kepala Biro ................

Tanda tangan

(Nama Lengkap dan gelar)
(NIP)

C. Kewenangan Penandatanganan

1.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah dinas
antar lembaga yang bersifat kebijakan/keputusan arahan berada pada
Menteri.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah dinas

yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat dilimpahkan

oleh Menteri di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi
kewenangan untuk menandatanganinya.

Penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan korespondensi

kepada pejabat/pimpinan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Sekretaris Jenderal dapat memperoleh pelimpahan kewenangan
dan penandatanganan surat dinas tentang supervisi, arahan
mengenai rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain
yang dilaksanakan oleh organisasi lini di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

b. Pimpinan organisasi lini di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat
memperoleh penyerahan /pelimpahan wewenang dan
penandatanganan surat dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan

tugas dan fungsi sesuai bidang masing-masing.
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Format kewenangan penandatanganan adalah sebagai berikut:

No. Jenis Menteri Sekjen/Irjen Staf Ahli Se!:retans/ KA. Balai . Kaba;\g/ Kasubbag/ Jabatan
. . e Direktur/ | Besar/Ka. Balai Kabid/ . .
Naskah Dinas Dirjen/Ka. . Kasubbid/ Fungsional
Karo/ Kasubdit .
Badan Kasi Tertentu
Kapus
1. Peraturan \/
2. | Keputusan N N
3. | Pedoman N N
4. | Petunjuk N N
Pelaksanaan/Petunjuk
Teknis
5. | Instruksi ~ ~
6. | Standar Operasional ~ N
Prosedur (SOP)
7. | Surat Edaran ~ ~ N
8. | Surat Perintah/Surat ~ ~ N N
Tugas
9. | Surat Dinas N N N N
10. | Memorandum N N N N \ \
11. | Nota Dinas N N N N N N N
12. | Surat Undangan N N N N N
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13. | Surat Perjanjian/MoU N N
14. | Surat Kuasa N N
15. | Berita Acara N N N
16. | Surat Keterangan N N \
17. | Surat Pengantar N N \
18. | Pengumuman N N N
19. | Laporan N N N
20. | Telaahan Staf N N N
21. | Sertifikat ~ ~
22. | Piagam Penghargaan ~ ~
23. | Surat Tanda Tamat ~

Pendidikan dan
Latihan (STTPL)
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BAB VI
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Pengaturan tentang pengendalian naskah dinas merupakan tahapan lanjutan
dari penciptaan naskah dinas. Asas pengorganisasian pengendalian naskah
dinas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi terdiri atas asas gabungan antara asas sentralisasi dan
desentralisasi. Asas sentralisasi merupakan penerimaan surat yang yang
dipusatkan pada satu Unit Kerja, sedangkan asas desentralisasi merupakan
didelegasikan ke tiap-tiap Unit Kerja. Pengendalian naskah dinas harus diikuti
dengan tindakan yang meliputi tahapan sebagai berikut:
A. Naskah Dinas Masuk
1. Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang diterima dari
perseorangan/lembaga lain. Prinsip penerimaan naskah dinas masuk
dilaksanakan secara sentralisasi oleh Biro yang menangani bidang
persuratan pada Sekretariat Jenderal dan naskah dinas masuk yang
disampaikan langsung kepada pejabat atau staf unit pengolah harus
diregistrasi di Unit Kearsipan.
2. Pengendalian naskah dinas masuk dilaksanakan melalui tahapan
sebagai berikut.

a. penerimaan Naskah dinas masuk yang diterima dalam sampul
tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan,
yaitu segera (S), sangat rahasia (SR), rahasia (R), terbatas (T), dan
biasa (B).

b. pencatatan
1) pengendalian naskah dinas dilakukan dengan registrasi naskah

dinas pada sarana pengendalian naskah dinas. Registrasi naskah
dinas meliputi:
a) nomor urut;
b) tanggal penerimaan;
c) tanggal dan nomor naskah dinas;
d) asal naskah dinas;
e) isi ringkas naskah dinas;
f) unit kerja yang dituju; dan
g) keterangan.
2) sarana pengendalian naskah dinas antara lain dapat berupa:

a) buku agenda naskah dinas masuk;



- 163 -

b) agenda elektronik;
c) buku ekspedisi.
c. pengarahan

1) pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori sangat rahasia,
rahasia, dan terbatas disampaikan langsung kepada Unit Pengolah
yang dituju.

2) pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori biasa/terbuka
dilakukan dengan membuka, membaca, dan memahami
keseluruhan isi dan maksud naskah dinas untuk mengetahui Unit
Pengolah yang akan menindaklanjuti naskah dinas tersebut.

d. penyampaian

1) naskah dinas masuk disampaikan kepada unit pengolah sesuai
dengan kategori dengan bukti penyampaian/buku ekspedisi
naskah dinas.

2) bukti penyampaian naskah dinas masuk memuat informasi
tentang:

a) nomor urut pencatatan;

b) tanggal dan nomor naskah dinas;

c) asal naskah dinas;

d) isi ringkas naskah dinas;

e) unit kerja yang dituju;

f) waktu penerimaan; dan

g) tanda tangan dan nama penerima di Unit Pengolah.

3) bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat berupa:
a) buku ekspedisi;

b) lembar tanda terima penyampaian.

B. Naskah Dinas Keluar
1. Naskah dinas keluar adalah semua naskah dinas yang dikirim kepada
pejabat/perseorangan/lembaga lain. Prinsip pengendalian naskah dinas
keluar adalah sebagai berikut:

a. pengiriman naskah dinas keluar dilakukan secara desentral yang
dipusatkan dan diregistrasi di setiap Unit Pengolah yang
menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, termasuk naskah dinas
yang dikirimkan oleh perseorangan atau staf Unit Pengolah.

b. sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap

kelengkapan naskah dinas, meliputi:
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nomor naskah dinas;
cap dinas;

tanda tangan;

alamat yang dituju; dan

lampiran (jika ada).

2. Pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan melalui tahapan sebagai

berikut.

a. pencatatan

1)

2)

3)

naskah dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi pada sarana
pengendalian naskah dinas keluar.

pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan registrasi
naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas keluar.
Informasi sarana pengendalian naskah dinas keluar meliputi:

a) nomor urut;

b) tanggal pengiriman;

c) tanggal dan nomor naskah dinas;

d) tujuan naskah dinas; dan

e) isi ringkas naskah dinas.

sarana pengendalian naskah dinas keluar antara lain dapat
berupa:

a) buku agenda naskah dinas keluar;

b) agenda elektronik; dan

c) buku ekspedisi naskah dinas keluar (internal).

b. penggandaan

1)

2)

3)

penggandaan naskah dinas adalah kegiatan memperbanyak
naskah dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai
dengan kebutuhan.

penggandaan naskah dinas dilakukan setelah naskah dinas keluar
ditandatangani oleh pejabat yang berhak.

penggandaan naskah dinas keluar yang kategori klasifikasi
keamanannya sangat rahasia, rahasia, dan terbatas harus diawasi

secara ketat.

C. pengiriman

1)

naskah dinas keluar yang akan dikirimkan oleh Unit Pengolah
dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat

lengkap dan nomor naskah dinas sesuai dengan kategori
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klasifikasi keamanan: Segera (S), Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R),
Terbatas (T), dan Biasa (B).

2) khusus untuk naskah dinas dengan kategori klasifikasi keamanan
Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T) dimasukkan ke
dalam amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang
dituju dan pembubuhan cap dinas.

d. penyimpanan

1) kegiatan pengelolaan naskah dinas keluar harus
didokumentasikan oleh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan yang
berupa sarana pengendalian naskah dinas dan pertinggal naskah
dinas keluar.

2) pertinggal naskah dinas keluar yang disimpan merupakan naskah
dinas asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan jenjang
kewenangannya.

3) penyimpanan pertinggal naskah dinas keluar diberkaskan menjadi
satu kesatuan dengan naskah dinas masuk lainnya yang memiliki

informasi atau subjek yang sama berdasarkan kode klasifikasi.
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BAB VII
SARANA PENGURUSAN NASKAH DINAS

A. Lembar Disposisi (LD)
LD dibuat rangkap 2 (dua) dari kertas NCR warna putih dan merah muda
dengan ukuran setengah folio, digunakan untuk menuliskan hal, arahan,
kebijakan, dan petunjuk penyelesaian naskah dinas dari pimpinan.

Contoh lembar disposisi:

I,”’r:i'-"‘-1 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI
\@/ UNIT KERJA ESELOM |
Jalan Abdul Mulc Nomor 7 Jakarts Pucat 10110 Tesepon 021 - 3600334, Fakcimilll 021 - 3984807
~Jalan TMP. Fallbatas Momer 17 Jakarts Ssiatan 12760 Telspon 021 - 7888812 — 18, PO BOX 70 JKE PEIKEY
LEMBAR DISPOSISI
‘Suraf Darl DHznma Tgl
Momor Agenda -
Momor Surat y Sifat y
Tgl. Surat - [] sangat sepera
Lampiran - [] segera
[] manasia
Parihal
Ditaruskan Kepada Sdr Mengharapkan :
I:l I:l Bual Tanggapan dan Saran
|:| |:| TanganbProses lsbih Lanjut
|:| |:| LaporMenghadap
|:| |:| Koormnasikan dan Konammasikan
|:| |:| Korskel Sempurnakan
|:| |:| MacnftoniCar Masukan
l:l l:l Mzl
E E Slapkan Bahan
Catatan - .
Mama Jabaian Easlon |
HAMA LENGHAP

B. Kotak Penyimpanan Lembar Disposisi (Tickler File)
Kotak penyimpanan lembar disposisi terbuat dari bahan karton, tripleks,
atau kayu berukuran 15 x 20 x 20 cm digunakan untuk menata dan

menyimpan lembar disposisi oleh pencatat naskah dinas.

Contoh: /
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. Kendaraan Operasional
Kendaraan operasional, baik roda 4 mapun roda 2 digunakan untuk

mengambil dan mengantar naskah dinas.

. Lemari Sortir

Lemari sortir terbuat dari bahan kayu atau besi metal dengan ukuran
disesuaikan dengan kebutuhan digunakan untuk menyortir naskah dinas
sesuai dengan tujuan naskah dinas masuk oleh pengelola naskah dinas

pada unit kerja masing-masing.

. Komputer/Laptop/Notebook
Komputer/laptop/notebook digunakan untuk penciptaan naskah dinas
berupa pengetikan/pembuatan konsep naskah, ataupun fungsi lain sesuai

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

. Faksimile

Faksimile digunakan untuk mengirim dan menerima naskah dinas yang

sifatnya sangat segera disampaikan atau dikirim.

. Mesin Fotokopi
Mesin fotokopi digunakan untuk penggandaan naskah dinas sesuai dengan

kebutuhan.

. Mesin Pemindai/ Scanner
Mesin pemindai (scanner) digunakan untuk memindai dokumen
analog/cetak ke dalam bentuk digital/elektronik dalam mempermudah

pertukaran informasi secara elektronik.
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BAB VIII
ORGANISASI PENGELOLAAN NASKAH DINAS

A. Susunan dan Kedudukan

Susunan dan kedudukan Unit Pengelola naskah dinas di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

meliputi:

1.

Unit Kearsipan

Unit Kearsipan (UK) berkedudukan di Sekretariat Jenderal yang

diselenggarakan oleh Biro yang membidangi kearsipan dan

dilaksanakan oleh Bagian yang membidangi kearsipan, dengan unsur-
unsurnya terdiri atas:

a. pimpinan;

b. pengendali;

c. caraka; dan

d. pengelola arsip.

Unit Pengolah

Unit pengolah berkedudukan di setiap Unit Kerja serta Unit Pelaksana

Teknis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi yang meliputi:

a. unit pengolah untuk Menteri berkedudukan di Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan dilaksanakan
oleh setiap Eselon di bawahnya;

b. unit pengolah di lingkungan Sekretariat Jenderal yang berkedudukan
di biro-biro dan dilaksanakan oleh bagian-bagian, jabatan fungsional,
dan atasan langsung bendaharawan serta tim;

c. unit pengolah di lingkungan Direktorat Jenderal berkedudukan di
Sekretariat Direktorat dan dilaksanakan oleh bagian-bagian, subdit-
subdit, atasan langsung bendaharawan serta tim;

d. unit pengolah di lingkungan Inspektorat Jenderal berkedudukan di
Sekretariat Inspektorat dan dilaksanakan oleh bagian-bagian dan
para inspektur-inspektur pembantu, jabatan fungsional, dan atasan
langsung bendaharawan serta tim;

e. unit pengolah di lingkungan Badan berkedudukan di Sekretariat
Badan dan pusat-pusat dilaksanakan oleh bagian-bagian, bidang-
bidang, jabatan fungsional, dan atasan langsung bendaharawan serta

tim; dan
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f. unit pengolah unit pelaksana teknis berkedudukan dan dilaksanakan
oleh subbagian/subseksi, jabatan fungsional, atasan langsung
bendaharawan serta tim.

3. Unit Tata Usaha Pengolah

Unit Tata Usaha Pengolah (UTUP) berkedudukan di Unit Kerja Eselon II,
yaitu UTUP di lingkungan  Sekretariat Jenderal, biro-biro
diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha Biro.

a. UTUP di lingkungan Direktorat Jenderal berkedudukan di:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal diselenggarakan oleh bagian yang
membidangi kearsipan dan dilaksanakan oleh subbagian yang
membidangi kearsipan,;

2) Direktorat-direktorat diselenggarakan oleh subbagian tata
usaha/umum.

b. UTUP di lingkungan Inspektorat Jenderal berkedudukan di:

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal, diselenggarakan oleh bagian-
bagian yang membidangi kearsipan dan dilaksanakan oleh
subbagian yang membidangi kearsipan; dan

2) Inspektorat-inspektorat, diselenggarakan oleh subbagian tata
usaha/umum.

c. UTUP di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan

dan Pelatihan, dan Informasi berkedudukan di:

1) Sekretariat Badan, diselenggarakan oleh bagian yang membidangi
kearsipan dan dilaksanakan oleh subbagian yang membidangi
kearsipan; dan

3) pusat-pusat diselenggarakan dan dilaksanakan oleh subbagian
tata usaha/umum.

d. UTUP di lingkungan unit pelaksana teknis, diselenggarakan dan

dilaksanakan oleh bagian yang membidangi kearsipan.

B. Tugas dan Fungsi
Untuk melaksanakan pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, unit pengolah
naskah dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Unit Kearsipan
Unit Kearsipan (UK) mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan

menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan
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Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UK mempunyai fungsi:

a. menyiapkan rumusan kebijaksanaan pengelolaan kearsipan dan
naskah dinas dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

b. melaksanakan pembinaan pengelolaan kearsipan dan pengendalian
naskah dinas dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan naskah dinas; dan

d. melaksanakan pengurusan naskah dinas masuk dan keluar; dan
dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi.

Unit Tata Usaha Pengolah (UTUP)

UTUP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan naskah dinas di

lingkungan unit organisasi masing-masing.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UTUP mempunyai fungsi:

a. melaksanakan pengendalian naskah dinas di lingkungan organisasi
masing-masing;

b. melaksanakan pengurusan naskah dinas masuk dan keluar.

. Unit Pengolah

Unit Pengolah (UP) mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian

naskah dinas masuk dan proses naskah dinas keluar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut UP mempunyai fungsi:

a. mengolah naskah dinas masuk;

b. membuat konsep naskah dinas keluar;

c. membubuhkan stempel paraf, menyampaikan dan memantau
penyelesaian naskah dinas keluar di UTUP;

d. membubuhkan paraf sesuai kewenangan pembuat draft untuk
naskah dinas keluar yang akan ditandatangani pimpinan; dan

e. melaksanakan pemusnahan arsip, duplikasi dan nonarsip dengan

persetujuan pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB IX
PENUTUP

Tata Naskah Dinas memiliki peran dalam menciptakan kelancaran komunikasi
tulis yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi. Tata Naskah Dinas diharapkan menjadi pedoman bagi pegawai
di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi. Oleh karena itu, pedoman ini menjadi instrumen guna
mendorong setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memperbaiki naskah dinas.

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

4

Undang Mugopal
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